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	Polri saat ini mendapat banyak tantangan untuk menghadapi  kejahatan  yang semakin kompleks sebagai akibat dari dinamika perkembangan kehidupan sosial di masyarakat. Namun di sisi lain pembenahan organisasi Polri juga menjadi perhatian utama ditengah tuntutan masyarakat untuk menjadikan Polri lebih profesional, khususnya dalam membenahi dan mengembangkan SDM Polri sebagai program prioritas reformasi birokrasi di tubuh Polri.
	Akpol sebagai lembaga pendidikan pembentukan tertinggi di lingkup Polri menjawab tantangan ini dengan program pembentukan perwira yang memiliki kualifikasi sarjana terapan ( SST Pol) dengan harapan mampu melahirkan calon calon perwira pimpinan Polri di masa yang akan datang yang memiliki kompetensi profesionalisme, bermoral dan patuh hukum.
	Saat ini pendidikan di Akpol mengacu pada UU sisdiknas serta UU Pendidikan Tinggi dengan tujuan lulusannya dapat disejajarkan dengan lulusan seluruh perguruan tinggi di Indonesia dan menjadikan ilmu kepolisian sebagai salah satu disiplin ilmu yang diakui oleh pendidikan di indonesia. Permasalahan timbul ketika Akpol belum mampu mengimplementasikan UU pendidikan Tinggi khususnya mengenai tenaga pendidik internal yang kualifikasinya serta home base masih belum menyesuaikan dengan syarat minimum yang ditetapkan oleh UU pendidikan tinggi sehingga berimbas kepada kualitas output peserta didik. Permasalahan ini yang coba peneliti angkat dalam tesis.
	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis data yaitu  metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa secara kurikulum bahwa Akpol telah mengimplementasikan UU pendidikan tinggi dengan mengembangkan tiga kompetensi yaitu kompetensi umum, utama dan khusus sesuai dengan program pendidikan vokasi (D-4). Sedangkan dari segi tenaga pendidik, Akpol belum mampu secara menyeluruh menyediakan tenaga pendidik yang berkualifikasi minimum seperti yang diamanatkan oleh UU ditambah dengan masa dinas pengabdian yang dibatasi 2 tahun menjadikan tenaga pendidik internal sering berganti ganti. Saran yang diberikan bahwa mabes Polri harus membuka peluang bagi seluruh anggota Polri yang ingin mengabdikan diri sampai pensiun di Akpol dengan persamaan jenjang karier serta didukung peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui jenjang beasiswa, Akpol perlu mengangkat dosen non Polri untuk menjadi dosen tetap bukan sebagai dosen tamu.




A.	Latar Belakang Masalah 
Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala hal lingkungan dan sepanjang hidup atau segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah atau pengajaran yang diselenggarakan disekolah sebagai lembaga pendidikan formal.Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan serta tugas sosial mereka. Sedangkan pendidikan menurut definisi alternatif atau luas terbatas adalah usaha dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintahan, melalui kegiatan bimbingan, pengjaran yang berlangsung disekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan hidup sekarang atau yang akan datang.Pendidikan atau pengalaman belajar yang terprogram dalam bentuk pendidikan formal dan non formal serta informasi disekolah maupun luar sekolah yang berlangsung seumur hidup bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan individu agar kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.​[1]​
Salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan oleh sebuah institusi adalah untuk menyediakan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan daya saing dalam pencarian, perolehan, dan penciptaan pekerjaan. Pada persoalan daya saing, sayang sekali kondisi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia berada pada taraf yang rendah. Laporan terbaru dari World Competitiveness Yearbook 2009, menetapkan daya saing (mahasiswa) kita berada pada peringkat ke 42. Peringkat ini masih lebih rendah di banding dengan negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Singapura (ke-3), Malaysia (ke-18), dan Thailand (ke-26).​[2]​ Bahkan kalah dengan Vietnam.​[3]​ Salah satu sebab dari ren-dahnya daya saing itu terletak pada kurikulum pendidikan tinggi yang masih berbasis pada isi (content based), bukan pada kompetensi.
Keterpurukan daya saing SDM kita tak lepas dari perubahan yang terjadi pada abad XXI dan kondisi permintaan pasar kerja yang tak segera direspon oleh penyelenggara pendidikan. Perubahan jaman menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar, berupa perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), perubahan dari kohesi sosial ke partisipasi demokratis, dan perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan.​[4]​ Salah satu perubahan yang harus segera dilakukan adalah perubahan kurikulum. Kurikulum pada hakekatnya adalah sebuah program yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan, akan tetapi seringkali perubahan kurikulum seringkali hanya berfokus pada pengubahan dokumen saja, dan pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi pembelajaran seringkali tidak berubah. Perubahan kurikulum menjadi keharusan, jika output yang dihasilkan oleh penyelenggaraan pendidikan telah bergeser, sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan dari pasar kerja. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diyakini merupakan jawaban terbaik atas perubahan jaman bagi penyelenggaraan pendidikan, bahkan dikatakan oleh Dewa Komang Tantra​[5]​ bahwa KBK merupakan jawaban untuk mencapai keunggulan bangsa sehingga mampu bersaing di dunia (nation competitiveness)
Perjalanan sejarah Akademi kepolisian telah mengalami berbagai perubahan secara organisasi maupun tempat domisilinya sampai pada akhirnya menetap di Semarang. Tonggak berdirinya Akademi Kepolisian dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan republik Indonesia, para cendikiawan bangsa Indonesia mengambil alih kekuasaan pendidikan dari penjajah Jepang. Ambil alih tersebut termasuk pendidikan kepolisian “Jawea Keisatsu Gakka” selanjutnya diganti menjadi Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia di Sukabumi. Sekolah inilah nantinya akan menjadi cikal bakal Akademi kepolisian.
Pada tanggal 10 Juli 1959, Dengan surat Keputusan Presiden No. : 253/1959, Kepolisian Negara Republik Indonesia berubah menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, dengan demikian Sekolah Polisi Negara di Sukabumi yang merupakan penyatuan dari Sekolah Inspektur Polisi di Bukit Tinggi dan Jogjakarta berubah menjadi Sekolah Angkatan Kepolisian.
Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 1965, Sekolah Angkatan Kepolisian Republik Indonesia berubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK), diresmikan oleh Men Pangak Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Judodiharjo, dengan Surat Keputusan menhankam Pangab No. : 468/5/B/65/M, pada tanggal 1 Oktober ini yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Akademi Kepolisian. Pataka AAK berfalsafah Atmaniwedana Aryawirya Kretakarma diserahterimakan. Pada tanggal 16 Desember 1966, AAK diubah menjadi akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian Kepolisian.
Pada tahun 1998 telah terjadi gerakan reformasi yang dilancarkan oleh masyarakat khususnya dilakukan oleh Mahasiswa, yang berakibat lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan terus bergulirnya arus reformasi yang menuntut terwujudnya tatanan demokratis, maka pada sidang istimewa MPR tahun 1988 telah dikeluarkan ketetapan-ketetapan yang salah satunya dikeluarkan Tap MPR No. : X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, yang menginstruksikan kepada Presiden selaku mandataris MPR, antara lain untuk melaksanakan Agenda Reformasi di bidang hukum dalam bentuk “Pemisahan secara tugas, fungsi, dan wewenang aparatur penegak hukum agar dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh”.
Memasuki periode sejarah reformasi di Indonesia tersebut, sejarah Akademi Kepolisian mengalami perubahan dengan dikeluarkan Surat keputusan Kapolri No. Po : Skep/389/IV/1999 tanggal Akademi kepolisian Mandiri, maka sejak 10 April 1999 Akpol dinyatakan terpisah dari AKMIL, AAL, AAU serta teknis administrasi juga lepas dari Mako Akademi TNI. Akpol mandiri juga ditandai dengan adanya perubahan pada logo Akademi Kepolisian. Pada tanggal 24 tanggal 24 Oktober 2003, penggunaan logo baru Akademi Kepolisian diresmikannya oleh Kapolri Jenderal Polisi Da’i Bachtiar. Perubahan yang mendasar pada logo Akademi Kepolisian adalah mengganti kata-kata “Atmaniwedana-Kretakarma-Aryawirya” yang ada di bawah logo Akademi Kepolisian ang lama dengan kata-kata “Dharma-Bijaksana-Ksatria” dan pita bertuliskan “Akademi Kepolisian”. Pita ini semula terpisah di bagian atas, kemudian pada logo yang baru disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam perisai Tribrata.
Seiring dengan beralihnya status Polri yang tidak lagi merupakan bagian dari ABRI, maka sejak tanggal 10 April 1999 Akpol yang dipimpin oleh Gubernur sebagai badan pelaksana pusat pendidikan pembentukan calon Perwira Polri yang secara struktural berkedudukan langsung dibawah Kapolri, yang juga menyelenggarakan Pendidikan Pertama Sumber Sarjana (PPSS), yaitu pendidikan Perwira Polri yang direkrut dari para sarjana S1 dan D3.
Dalam sejarahnya pada tahun 2007 dan 2008, Polri melalui Akpol pernah mengeluarkan kebijakan untuk menerima peserta didik dari sumber sarjana Strata 1 dan Strata 2. Kebijakan ini didasari atas peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. Di dalam peraturan tersebut dijelasksan bahwa pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri. Sedangkan menurut Sisdiknas bahwa pendidikan kedinasan hanya menyelenggarakan pendidikan setelah sarjana (pendidikan profesi). Berjalannya waktu kemudian Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
Mendasari perkembangan yang ada dalam dunia pendidikan tinggi kedinasan dan dielaborasi dengan hasil analisa dan evaluasi pendidikan Taruna Akpol yang bersumber dari sarjana, maka pihak Akpol mengusulkan kepada Mabes Polri untuk mengembalikan sumber penerimaan Taruna Akpol yaitu dari sumber SMA. Mabes Polri menyambut baik usulan dari Akpol, kemudian pada tahun 2009, sumber Taruna Akpol kembali di rekrut dari masyarakat yang berltar belakang pendidikan SMA. Proses penerimaan Taruna Akpol yang bersumber dari SMA terus berlangsung hingga saat ini. Hanya saja sejak tahun 2010, Polri lebih berkonsentrasi bagaimana meningkatkan kualitas program pendidikan Taruna Akpol, sehingga outputnya bisa menyandang gelar akademis yaitu strata 1 ilmu kepolisian atau lebih dikenal dengan perwira sarjana.
Pada pertimbangan yang lain, mengapa Akpol harus melahirkan lulusan perwira sarjana?. Bahwa dinamika tantangan tugas pokok dan kebutuhan masyarakat akan sosok anggota polri yang profesional, bermoral dan modern. Ditambah dengan adanya perkembangan hukum di negeri ini yang salah satunya pada PP No 58 / 2010 tentang perubahan atas PP No 27 / 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pasal 2 (a) ayat 1 (a) yng mensyaratkan bahwa penyidik polri pangkat terendah ipda dan berpendidikan terendah lulusan sarjana S1/sederajat, ditambah dengan perkembangan peraturan pada pendidikan tinggi di indonesia (UU No 12 / 2012 tentang Dikti). Sehingga mendorong Akpol wajib melahirkan perwira lulusan yang memiliki kualifikasi sarjana.
Perkembangan ini sudah menjadi tindak lanjut ketika pada tahun 2012, ketika gubernur Akpol dijabat oleh Irjend Djoko Susilo. Akpol dikembangkan kepada arah S1 kepolisian, dengan merubah nama menjadi STK-Akpol (Sekolah Tinggi Kepolisian –Akpol) dengan lama pendidikan 4 tahun terbagi menjadi jalur pendidikan pembentukan (taruna) selama 3 tahun ditambah jalur pendidikan pengembangan (pasis STK) selama 1 tahun. Lulusannya kelak menyandang gelar S1 Ilmu kepolisian (SIK) dengan ilmu kepolisian science murni sebagai tonggak Akpol menuju world class police academy dan center of exellence. Namun, dalam perjalanannya program SIK ini hanya berjalan untuk 2 angkatan saja mengingat berbagai macam permasalahan yang mendera Akpol dan institusi POLRI baik secara internal (kasus simulator SIM yang melibatkan Gub Akpol ) maupun eksternal (perubahan status D3 menjadi S1). Sehingga dengan permasalahan tersebut program yang cukup fenomenal ini tidak ada yang mengawal atau melanjutkan kembali.
Perkembangan situasi di berbagai bidang yang membawa dampak perubahan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan kekuatan sinergitas untuk menjaga stabilitas NKRI. TNI-Polri diyakini hingga saat ini masih memiliki integritas untuk menjalankan tugas negara ini. Amanat kepala negara, pada praspa 2012 di magelang kepada panglima TNI, kapolri, Gub Akademi TNI dan Akpol bahwa lulusan akademi TNI dan POLRI merupakan penerus prjuangan garda terdepan dalam mempertahankan NKRI melalui pendekatan tupoksi masing-masing, oleh karenanya diupayakan prodi mereka sama sehingga giat integrasi dan praspanya juga sama. Dilain pihak bahwa pendidikan kedinasan bagi instansi atau lembaga pemerintahan tidak juga terlepas dari aturan pendidikan tinggi yang sudah diatur dalam UU N0 12 / 2012 tentang Dikti.
Melatar belakangi hal tersebut, maka terdapat dua alternatif bagi Akpol dalam menindak lanjuti perkembangan situasi yang ada yaitu : pertama, apakah Akpol akan menjadi STK Akpol dengan lulusan menyandang gelar S1 ilmu kepolisian atau kedua, Akpol melahirkan lulusan menyandang gelar S1 terapan (D4) dengan sebutan Sarjana terapan kepolisian (ST Pol). Pilihan jatuh pada alternatif kedua, yaitu Akpol sebagai sarjana terapan. Hal ini dengan alasan memiliki beberapa kesamaan dengan akademi TNI sehingga mudah melakukan kegiatan integrasi. Beberapa kesamaan diantaranya : durasi/ jangka waktu pendidikan sama yaitu selama 4 tahun, prodi D-4 ( SST-han dan ST-Pol), kesamaan kepangkatan taruna (tidak ada kesenioritasan).
Tantangan yang selalu ada dan terbuka bagi Polri, perlu disikapi dengan usaha-usaha pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Polri perlu melakukan terobosan kreatif guna mengembangkan dirinya menuju kepolisian yang modern agar mampu menjawab tuntutan masyarakat dan kondisi yang terus berkembang. Perkembangan kehidupan masyara​kat memerlukan langkah yang tepat bagi Polri untuk menyelenggarakan kegiatan kepolisian yang bisa meng​antisipasi perubahan tersebut. Tin​dakan yang bisa dilaksanakan oleh Polri dalam mengembangkan dirinya adalah dengan meningkatkan wa​wasan pengetahuan untuk menun​jang keahlian dan ketrampilan khu​sus melalui lembaga pendidikannya. Salah satunya adalah melakukan pembenahan dan pengembangan Akademi Kepolisian yang disesuai​kan dengan perkembangan sosial serta profil dan kompetensi lulusan​nya agar sesuai dengan tuntutan tugas yang dihadapi.
Akademi Kepolisian (Akpol) merupakan lembaga pendidikan pembentukan Perwira Polri yang mempersiapkan lulusannya mampu menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Kesen​jangan antara kemampuan polisi dan tantangan tugas menjadi permasa​lahan yang akan terus muncul. Oleh rarena itu, Akpol harus memper​siapkan landasan dan dasar ilmu kepolisian bagi Taruna untuk menyongsong tantangan tugas ke depan, yaitu perkembangan dan perubahan sosial yang tidak mungkin dibendung. Utuk mengatasinya Akpol harus menentukan program pendidikan yang tepat guna membentuk para Taruna menjadi perwira yang profesional sebagai pimpinan polisi di masa yang akan datang.​[6]​
Pelaksanaan pendidikan Akademi Kepolisian merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang diungkapkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf i. Pasal ini mensyaratkan untuk menjadi anggota kepolisian harus melalui pendidikan pembentukan kepolisian. Akademi Kepolisian adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan pembentukan perwira Polri. Sekaligus juga dalam menjabarkan amanat UU no 12 / 2012 tentang Pendidikan tinggi, yang mana seluruh pendidikan kedinasan di instansi pemerintahan harus tunduk dan melaksanakan UU ini. Akpol dalam menuju program S-1 terapan telah banyak menjabarkan atau mengimplementasikan UU No 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi baik secara kurikulum, strukutur organisasi, sarana dan prasarana, dosen dan gadik serta kegiatan lainnya. Namun demikian masih banyak kendala yang dihadapi oleh Akpol khususnya mengenai tenaga pendidik yang hampir secara keseluruhan berasal dari personel polisi aktif. Permasalahan timbul ketika UU mengisyaratkan bahwa jenjang seorang dosen ataupun gadik dalam mengajar anak didiknya untuk pendidikan vokasi adalah minimal magister (S2), ditambah lagi terbenturnya masalah jenjang karier gadik yang berasal dari personel polisi aktif sesuai dengan Perkap No.16/2012 tentang mutasi anggota Polri bahwa personil polri di lembaga pendidikan bisa meningkatkan karier setelah berdinas minimal 2 tahun. Kendala tersebut yang saat ini dihadapi oleh Akpol dalam mengimplementasikan UU No 12/ 2012 tentang Perguruan tinggi, dimana ketika dihadapkan dengan permasalahan jenjang pendidikan (kualifikasi) dosen atau gadik khususnya yang berasal dari polisi aktif serta tidak tetapnya dosen atau gadik polisi aktif yang mengajar ( home base dosen).

B.	Permasalahan :
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1.	Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian ?
2.	Bagaimana Kualifikasi pengajar dan home base dosen akpol dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian ?
3.	Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian khususnya mengenai kulaifikasi pengajar dan home base dosen Akpol?

C.	Tujuan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :
1.	Menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian
2.	Menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan UU no 12 Tahun 2012 pada penyelenggaraan pendidikan di Akpol, khususnya mengenai kualifikasi pengajar dan home base dosen Akpol.
3.	Mendapatkan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi  Kepolisian ?

D.	Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Manfaat Secara Teoritis :
a)	Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Administrasi Negara.
b)	Memberi masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum kepolisian, terkait pelaksanaan pendidikan di Akademi Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.
2.	Manfaat Secara Praktis :
Diharapkan akan memberikan masukan kepada pimpinan Akademi Kepolisian, yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan di Akademi Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi. Secara spesifik masukan tersebut berkaitan tentang : 
a.	Pengetahuan anggota kepolisian di Akademi Kepolisian tentang pelaksanaan pendidikan di Akademi Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.






Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh fakta dilapangan.​[7]​ Pada penelitian ini mengemukakan masalah penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian.
2.	Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positf yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.​[8]​ Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah. Dikatakan deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian. 
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.​[9]​ 
Pada penelitian ini mengemukakan masalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi. Untuk itu digunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian.
3.	Jenis Data 
Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:
a.	Data primer
Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian.
b.	Data sekunder
Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian. 
4.	Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.	Wawancara mendalam (indepth interview) merupakan teknik untuk menjaring data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dipilih secara purposive yaitu sampel yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian.​[10]​ Informan yang dipilih oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian. 
b.	Participatory observation. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama, dimana peneliti akan terlibat secara langsung untuk melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada obyek penelitian. Dengan demikian peneliti akan memahami makna-makna yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata.
c.	Document tracking, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam penelitian ini maka peneliti akan menggali informasi melalui dokumen kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan kearsipan, berupa undang-undang beserta peraturan pemerintah yang menyertainya. 
5.	Analisis data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.​[11]​







Kebijakan Negara yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan proses implementasi. Karena dengan telah diimplementasikan suatu kebijakan baru akan dapat terlihat dampaknya bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Implementasi adalah tahap tindakan/aksi, dimana semua perencanaan yang dirumuskan menjadi kebijakan yang dioperasionalkan Selanjtunya dalam memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang selanjutnya terjadi sesuatu program dilaksanakan atau dirumuskan. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah terjadi proses pengesahan kebijakan, baik yang berhubungan dengan usaha untuk pengadministrasian-nya, maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak nyata pada masyarakat.​[12]​ 
Tujuan studi implementasi yang paling pokok adalah mempelejari bagimana kinerja suatu kebijakan publik, serta mengkaji secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan.​[13]​ Kebijakan Publik menurut Easton​[14]​ adalah “the authoritative allocation of values for the whole society”, maka tujuan lain dalam mempelajari implementasi kebijakan publik adalah menyangkut konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Tugas dan kewajiban pejabat dan badan-badan pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijakan negara, tetapi juga dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kedua-duanya tidak ada satupun yang lebih penting dari yang lain. Kenyataannya, banyak pejabat dan badan-badan pemerintah lebih dominan perannya dalam perumusan kebijakan negara dan kurang dalam implementasi kebijakan tersebut sehingga pelaksanaan kebijakan negara menjadi kurang efektif.​[15]​
Efektivitas implementasi kebijakan setidaknya bisa dilihat melalui 2 perspektif, yang pertama: dari sudut proses (implementasi), yaitu menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program atau kebijakan dengan policy guidelines, yang merupakan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan program yang dibuat oleh pembuat program, yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan pemanfaatan program. Program dikatakan berhasil kalau pelaksanaanya sesuai dengan policy guidelines yang telah ditentukan. Kedua: dari perspektif outcomes, suatu program dikatakan berhasil kalau program tersebut menghasilkan dampak seperti yang diharapkan.​[16]​
Namun dalam implementasi suatu kebijakan, kegagalan juga sering terjadi, seperti yang disebutkan Abdul Wahab bahwa : “secara jujur kita dapat mengatakan bahwa kebijakan Negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal”. Kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dalam pelaksnaanya dapat mengalami kegagalan. Mengenai kegagalan kebijakan ini Hogwood dan Gunn​[17]​ membedakannya dalam 2 kategori yaitu tidak terimplementasikan (non implementation) dan implementasi yang tidak berhasil (unsuccesful implementation). Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut : Pelaksanaanya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri memang jelek (bad policy). Faktor penyebab lain dari kegagalan pelaksanaan kebijakan adalah karena sejak awal kebijakan tadi memang jelek, dalam artian bahwa ia telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realitis.​[18]​ Dengan mengetahui bahwa implementasi suatu kebijakan dapat gagal oleh karena berbagai penyebab, maka evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan sangat diperlukan agar dapat diketahui realitas implementasi dari kebijakan tersebut. Informasi yang diperoleh dari evaluasi yang dilakukan diharapkan akan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan serta aktor-aktor kebijakan lain terkait dengan kebijakan yang dibuat. Nugraha menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan negara sangat banyak, antara lain adalah peran eksekutif, birokrat dan badan-badan pemerintah, selain itu juga dukungan dari para legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan dan juga warga negara.​[19]​
Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, pendekatan ini dikenal sebagai model implementasi. Fokus studi implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku. Dengan kata lain kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan apa saja yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan hasil yang nyata pada masyarakat. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme pejabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah politik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.​[20]​ 

B.	Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia
Teori yang salah dan praktek yang salah, tetapi dipulas dan didandani seakan semuanya menyenangkan dan menimbulkan bayangan-bayangan menyenangkan. Yang kemudian menghasilkan persepsi yang baik yang mungkin sebenarnya tidak benar dalam kenyataannya.  Kebijakan yang dimulai dengan konsep dan teori yang salah, akan menghasilkan praktek yang yang bukan hanya salah tetapi juga mengakibatkan berbagai macam persoalan dalam kaitannya dengan hubungan sosial dan nasib kemanusiaan. Hal ini juga tidak terpisah dengan praktek yang dilakuakan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana segala sesuatu yang salah bila dilanjutkan akan tetap salah dan fatalnya, hal tersebut dianggap benar. Persoalan inilah yang banyak bermunculan di masyarakat. Mereka selalu memikirkan teori-teori tanpa disertai dengan praktek nyata. Bayang-bayang yang menyenangkan dalam hal ini membuat banyak orang terlena akan kemasan awal yang menarik yang akhirnya bayang-bayang yang dinamakan teori ini dipakai untuk  mengatasi segala sesuatu yang berakibat memunculkan masalah-maslah baru dalam kehidupannya. Karena si pemakai teori kurang paham apa yang dinamakan dengan teori.​[21]​
Teori merupakan hubungan antara konsep-konsep. Sedangkan konsep-konsep itu sendiri merupakan hubungan dari kata-kata yang menjelaskan suatu persoalan atau kenyataan. Kata-kata merupakan simbol berupa bunyi dan aksara ketika kita merujuk pada suatu benda atau realitas yang ada di dunia. Sedangkan konsep merupakan suatu penjelasan yang lebih luas karena mengubungkan keterkaitan antara dua atau lebih dari keberadaan benda atau gejala (peristiwa). Karenanya, teori merujuk pada suatu hubungan antara konsep-konsep yang lebih bisa menjelaskan peristiwa atau suatu proses tertentu dari kehidupan ini.​[22]​ Jadi teori sebenarnya adalah sebuah alat untuk membantu menjelaskan suatu. Ia merupakan penyederhanaan dari gejala-gejala kehidupan supaya mudah kita pahami dan kita jelaskan. Teori akan membantu kita memahami suatu gejala dan membedakan diri dengan penjelasan yang lain. Meskipun demikian perbedaan antara dua teori atau lebih yang berbeda tidak menutup kemungkinan ada suatu hal yang beririsan. Dan suatu teori yang baik diharapkan menghilangkan irisan-irisan itu sekecil mungkin, untuk memberikan pembedaan antara seperangkat penjelasan dengan lainnya yang memiliki karakternya masing-masing. Buku ini memang bermaksud untuk memberikan penggolongan dari teori-teori tentang pendidikan yang diharapkan secara kuat mampu mengungkap perbedaan antara suatu teori dengan lainnya. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Mark (1963) membedakan adanya 3 macam teori, dan ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain :​[23]​
1.	Teori yang deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu kea rah data akan diterangkan.
2.	Teori yang induktif, adalah cara menerangkan dari data kea rah teori. Dalam bentuk spekulatif titikpandang yang posivistik ini dijumpai pada kaum behaviorist.
3.	Teori yang fungsional, disini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

Teori juga memiliki fungsi dalam prakteknya. Fungsi teori yang pertama digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variable yang akan diteliti. Fungsi teori yang kedua adalah (prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta) adalah untuk merumuskan hipotesa dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesa itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Fungsi teori yang selanjutnya adalah digunakan untuk mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Dari uraian diatas, teori adalah konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau system pengertian ini diperoleh melalui, jalan yang sistematis. Suatu teori dapat diuji kebenaranya, bila tidak dia bukan teori. Setiap teori mengalami perkembangan, dan perkembangan itu terjadi apabila teori sudah tidak relevan dan kurang berfungsi ladi untuk mengatasi masalah.
Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian. Hal ini juga telihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa setiap manusia memiliki teori-teori sendiri untuk menghadapai kehidupan masing-masing. tak ubahnya dengan pendidikan. Dalam proses pendidikan, setiap pendidik memerlukan suatu teori yang mampu menemani mereka dalam proses belajar mengajar untuk siswa atau para peserta didiknya. Teori-teori yang terkenal dalam konteks pendidikan, seperti teori motivasi, teori behaviouristik atau perilaku, teori kebutuhan, teori pembelajaran dan lain sebagainya yang kesemuanya tetap menyangkut mengenai pendidikan dan prosesnya.
Dalam hal ini, Pendidikan diartikan sebagai proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan untuk memberdayakan diri.  Pendidikan adalah suatu proses yang pembelajaran tentang ilmu dalam jangka yang lama yang berlangsung selama hidup kita. Pendidikan dalam arti sempit adalah penanaman pengetahuan, keterampilan dan sikap pada masing-masing generasi dengan menggunakan pranata-pranata, seperti sekolah formal yang sengaja diciptakan untuk tujuan tersebut. Sehingga dapat dihubungkan keduanya menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan.​[24]​
Pendidikan merupakan sebuah institusi yang terkait erat dengan proses produksi dan reproduksi pengetahuan. Disana adalah wadah yang mana mau tidak mau harus menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarajkat yang berbasis pengetahuan.  Pendidikan yang menghasilkan manusia yang siap memasuki masyarakat dengan segala tuntutan dan karakternya, maka pendidikan tersebut dapat dikatakan berhasil dalam memberikan bekal kepada generasi muda untuk memasuki perubahan dan masa depan. Dan karena pendidikan merupakan salah satu harapan masyarakat yang diyakini bisa menumbuhkan sikap moral yang baik atau dalam sisi pragmatisnya bisa digunakan untuk mencari kesejahteraan.
Pendidikan yang dipandang sebagai tempat yang bertanggungjawab dalam menumbuhkan tata nilai kemanusian, tata masyarakat yang disemangati oleh prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama memiliki suatu peran untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa baik perempuan ataupun laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. 
Prayitno mengemukakan bahwa teori pendidikan adalan sebuah system konsep yang terpadu, emnerangkan dan prediktif tentang peristiwa-peristiwa pendidikan. Sebuah teori ada yang berperan sebagai asumsi atau titik tolak pemikiran pendidikan, dan ada pula yang berperan sebagai definisi atau keterangan yang menyatakan makna. Asumsi pokok pendidikan adalah :​[25]​
1.	Pendidikan adalah actual, artinya pendidikan bermula dari kondisi-kondisi actual dari individu yang belajar dan lingkungan belajaranya.
2.	Pendidikan adalah normative, artinya pendidikan tertuju pada mencapai hal-hal yang baik atau norma-norma yang baik.
3.	Pendidikan adalah suatu proses pencapaian tujuan, artinya pendidikan berupa serangkaian kegiatan yang bermula dari kondisi-kondisi aktual dari individu yang belajar, tertuju pada pencapaian individu yang diharapkan.

Teori yang digambarkan sebagai suatu konsep merupakan dasar bagi sebagaian masyarakat ataupun pendidik digunakan untuk pegangang dalam mengambil suatu strategi bagi masalah yang akan dihadapi sebagai seorang pengajar ataupun masyarakat biasa.  Dalam pendidikan, teori-teori yang ada kaitanya dengan pendidikan dipakai untuk para pendidik sebagai suatu peggangan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kelas ataupun luar kelas yang mana tetap mengenai  masalah-masalah peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya. Tidak hanya peserta didik, namun pendidik juga dituntut untuk mengerti dan memahami teori apa saja yang cocok dalam mengatasi segala problematika di kelas ataupun diluar kelas. 
Teori yang digambarkan sebagai sebuah konsep, seringkali dipakai dalam salah satu strategi dasar untuk mengatasi suatu permasalahan. Hal ini juga dipakai dalam konteks pendidikan. Dalam pendidikan diperlukan sebuah teori yang bagus untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang semakin banyak di Indonesia ini. Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi teori-teori pendidikan dalam praktek pendidikan di Indonesia.
Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni, pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan di luar sekolah, meski memiliki rencana dan program yang jelas tetapi pelaksanaannya relatif longgar dengan berbagai pedoman yang relatif fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pelaksanaan pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan Tertulis.​[26]​
Dengan mendasarkan pada konsep pendidikan tersebut di atas, maka sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan atau "enculturation", suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Konsekuensi dari pemyataan ini, maka praktek pendidikan harus sesuai dengan budaya masyarakat akan menimbulkan penyimpangan yang dapat muncul dalam berbagai bentuk goncangan-goncangan kehidupan individu dan masyarakat. Tuntutan keharmonisan antara pendidikan dan kebudayaan bisa pula dipahami, sebab praktek pendidikan harus mendasarkan pada teori-teori pendidikan dan giliran berikutnya teori-teori pendidikan harus bersumber dari suatu pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan.
Di Indonesia yang merupakan negara yang masih berkembang, melihat praktek pendidikan merupakan instrumen dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, tidak rnengherankan kalau seiring dengan semangat dan pelaksanaan pembangunan yang dititik-beratkan pada pembangunan ekonomi, praktek pendidikan dijadikan alat untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi dengan mempersiapkan tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan. Dengan kata lain praktek pendidikan yang bersumber pada kebijaksanaan pendidikan banyak ditentukan guna kepentingan pembangunan ekonomi.
Kecepatan perkembangan pendidikan nasional ini cenderung mendorong pendidikan ke arah sistem pendidikan yang bersifat sentralistis. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin berkembangnya birokrasi untuk menopang proses pengajaran tradisional yang semuanya mengarah pada rigiditas.  Birokrasi pusat cenderung menekankan proses pendidikan secara klasikal dan bersifat mekanistis. Dengan demikian proses pendidikan cenderung diperlakukan sebagaimana sebuah pabrik. Akibatnya pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan, khususnya guru dan murid sebagai individu yang memiliki "kepribadian" tidak banyak mendapatkan perhatian kurikulum, guru dan aturan serta prosedur pelaksanaan pengajaran di sekolah dan juga di kelas ditentukan dari pusat dengan segala wewenangnya. Misalnya, guru sebagai pembimbing untuk para peserta didiknya yang memilliki segudang kekuasaan yang sewaktu-waktu dapat digunakan.​[27]​
Sentralisasi dan berkembangnya birokrasi pendidikan yang semakin luas dan kaku akan menjadikan keseragaman sebagai suatu tujuan. Hasilnya, berkembanglah manusia-manusia dengan mentalitas "juklak" dan "juknis" yang siap diberlakukan secara seragam. Akibat lebih jauh di masyarakat berkembang prinsip persetujuan sebagai kunci sukses; promosi dan komunikasi adalah komando; interaksi dicampurkan dengan pertemuan-pertemuan resmi; dan stabilitas yang dikaitkan dengan tindakan yang tidak mengandung emosi. Karena kemerosotan kualitas pendidikan dikarenakan ketidak-mampuan organisasi sekolah menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan lingkungan sebagai akibat dari birokratisasi dunia, kualitas pendidikan yang bersifatsentralistis, maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus didasarkan pada kebijaksanaan debirokratisasi dan desentralisasi.
Desentralisasi pendidikan merupakan suatu tindakan mendelegasikan wewenang kepada satuan kerja yang langsung berhubungan dengan peserta didik. Desentralisasi hanya sekedar mengurangi beban tanggung jawab di puncak kekuasaan dengan memberikan sebagian tugas-tugas administrasi kepada aparat yang lebih rendah maka desentralisasi tidak akan banyak artinya sebagai sarana peningkatan kualitas pendidikan. Dewasa ini ketidak-mampuan sekolah meningkatkan kualitas pendidikan mencerminkan ketidak-mampuan struktur dan sistem persekolahan. Kalau tidak ada perubahan yang mendasar pada sistem pendidikan, maka segala upaya peningkatan kualitas akan sia-sia. Oleh karena itu, kebijaksanaan yang diperlukan di dunia pendidikan kita sekarang ini adalah desentralisasi yang mendasar.​[28]​
Ada beberapa tujuan yang perlu dicapai dengan kebijaksanaan desentralisasi. Pertama, sistem persekolahan harus lebih tanggap terhadap kebutuhan individu peserta didik, guru, dan sekolah. Kedua, iklim pendidikan harus menguntungkan untuk pelaksanaan proses pendidikan. Di samping mempertanyakan kualitas output pendidikan yang dianggap modern ini, mulai dirasakan bahwa praktek pendidikan cenderung mendorong munculnya generasi terdidik yang bersifat materialistik, individualistik dan konsumtif.
Tekanan kemiskinan menimbulkan obsesi bahwa kekayaan merupakan obat yang harus segera diperoleh dengan segala cara dan dengan biaya apapun juga. Oleh karena tujuan segala kegiatan adalah "kekayaan", dan yang lainnya merupakan instrumental variabel untuk mencapai kekayaan tersebut. Oleh karena itu pendidikan, politik bahkan agama dijadikan sarana dan alat untuk mendapatkan kekayaan. Pendidikan, secara khusus, akan diberlakukan sebagai lembaga yang mencetak "tenaga kerja", bukan lembaga yang menghasilkan "manusia yang utuh" (the whole person). Konsep tersebut akan menimbulkan tekanan yang berlebihan pada hasil tanpa menikmati prosesnya. Sekolah dijalani oleh seseorang agar mendapatkan ijazah untuk bekerja. Proses sekolahnya sendiri tidak pernah dinikmati, karena tidak penting.​[29]​ Dua mental tersebut bisa menjadi faktor yang akan merusak kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembalikan kesadaran di kalangan masyarakat khususnya generasi muda; pentingnya pencapaian tujuan jangka panjang, memahami makna proses yang harus, dilalui dan menyadari akan pentingnya nilai-nilai yang harus muncul dari diri sendiri.
Pendidikan berwawasan luas bersifat sistemik organik, dengan ciri-ciri fleksibel-adaptif dan kreatif-demokratis. Bersifat sistemik-organik berarti sekolah merupakan sekumpulan proses yang bersifat interaktif yang tidak dapat dilihat sebagai hitam-putih, melainkan setiap interaksi harus dilihat sebagai satu bagian dari keseluruhan interaksi yang ada.​[30]​
Fleksibel-Adaptif, berarti pendidikan lebih ditekankan sebagai suatu proseslearning dari pada teaching. Peserta didik dirangsang memiliki motivasi untuk mempelajari sesuatu yang harus dipelajari dan continues learning. Tetapi, peserta didik tidak akan dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang tidak ingin dipelajari. Materi yang. dipelajari bersifat integrated, materi satu dengan yang lain dikaitkan secara padu dan dalam open-system environment. Pada pendidikan ini karakteristik individu mendapat tempat yang layak.​[31]​
Disini pendidik berperan sebagai orang yang mendukung atau si motivator untuk para peserta didiknya. Dalam dunia pendidikan, hal ini memerlukan suatu teroi yang mendudkung tindakan tersebut yakni teori motivasi. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakaukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Motivasi merupakan kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain, motivasi dapat digambarkan sebagai dorongan mental terhadap perorangan aatau individual sebagai anggota masyarakat. Motivasi juga di jabarkan sebgai proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar dapat melaksanakan apa yang diinginkan. Teori motivasi cenderung bertumpu pada dorongan dan pencapaian kepuasan serta asas kebutuhan.
Kebutuhan merupakan hal pokok yang mendasar yang selalu dijadikan sebuah maslah bagi masyarakat sekarang. Dengan kebutuhan, mampu menyebabkan seseorang berusaha untuk dapat memenuhinya dengan cara apapun. Motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Perilaku tersebut pada hakikatnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian motivasi merupakan kekuatan untuk mendorong seseorang melakuakan sesuatu untuk mencapai tujuan. 

C.	Pendidikan Vokasi
Pendidikan di Indonesia landasan hukumnya adalah : Undang-Undang R.l No 20 Tahun 2003. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang R.l No : 20 Tahun 2003. Pasal 4, ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, bilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pasal 13, ayat (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14, Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pasal 15, Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 
Secara normatif dan legal formal, sebenarnya antara pendidikan liberal dan pendidikan vokasional disetiap jenjang pendidikan tidak perlu terjadi dikotomi. Secara jelas pendidikan liberal dan pendidikan vokasional telah diatur dalam undang-undang, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya dinyatakan bahwa pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan/ vokasional. Bentuk pendidikan  menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan/ vokasional.​[32]​ 
Mungkin permasalahan dikotomi yang muncul adalah berkaitan dengan proporsi, kewenangan, interes kepentingan, masalah politik, kualitas luaran / SDM, fasilitas pendukung, sarana parasarana, tuntutan kompetensi dan pengaruh lain diluar masalah pendidikan.. Adanya kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20% diharapkan dapat memberikan angin segar bagi pennyelesaian berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama dalam alokasi dana pendidikan menengah dan pendidikan tinggi secara proporsional antara pendidikan umum dan vokasional. Kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia untuk menaikkan proporsi alokasi dana pengembangan Pendidikan Vokasional sekitar 70% dan untuk Pendidikan Umum sekitarr 30% pada tahun 2014, diharapkan dapat menunjang berbagi fasilitas penunjang dan peningkatan SDM tenaga guru/dosen bidang pendidikan vokasional.​[33]​
Kunci utama berkembangnya Jerman dalam penyelenggaraan penddikan kejuruan(vokasional) adalah, bahwa pendidikan kejuruan (vokasional) akan berjalan secara efektif dan efisien jika kerjasama antara pendidikan dengan, perdagangan, jasa, dunia usaha dan industri (DUDI) dapat terjamin secara berkelanjutan. Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan (vokasional) di Jerman adalah sebuah Joint Government – Industry Program, yaitu program pemerintah bersama-sama dengan industri. Pemerintah Federal dan pemilik industri berbagi pembiayaan untuk Sekolah Kejuruan Negeri, dengan perbandingan yang lebih tinggi ditanggung pemerintah sebesar 58 % pada tahun 1991. Hal ini merupakan persyaratan bagi penyelengaraan pendidikan kejuruan.​[34]​ 
Pada kenyataan dilapangan berdasarkan image (citra) masyarakat umum, produk pendidikan vokasi merupakan produk “kelas dua“, pada level pendidikan menengah di Indonesia. Sementara ini yang terjadi di Indonesia antara dunia pendidikan, dunia kerja, dunia usaha dan industri (DUDI) terlihat berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah sebagai otoritas dari sebuah penyelenggaraan suatu negara harus dapat mengambil suatu kebijakan secara legal-formal, memberi ruang untuk suatu mediasi dalam mensinergikan tiga pilar pembangunan, yaitu :​[35]​ 
1.	Pendidikan, 
2.	Dunia usaha dan industri (DUDI) 
3.	Pemerintah.
Pendidikan menengah kejuruan memiliki peran besar dalam merencana kan dan menciptakan SDM tingkat menengah yang profesional dan produktif. Sebagaimana yang dituangkan dalam Kep Mendiknas RI No: 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuan penting diselenggarakan pendidikan secara luas menurut Finch and Crunkliton (1979), yaitu :​[36]​ 
1.	Pendidikan untuk hidup, 
2.	Pendidikan untuk mencari penghidupan  
Dimensi pendidikan vocational menurut Finch & Mc Gough (1982)​[37]​, meliputi : 
1.	Dimensi manusia (human), meliputi hubungan manusiawi,_kreativitas, komitment (tanggung jawab), fleksibilitas, dan orientasi jauh kedepan. 
2.	Dimensi tugas (task) meliputi perencanaan, pengembangan, manajemen, dan penilaian. 
3.	Dimensi lingkungan (environment) meliputi sekolah, masyarakat, dan penyediaan tenaga kerja.

Bahwa secara teori Pendidikan Vocational menurut Rupert Evans (1978)​[38]​ bertujuan untuk : 
1.	Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja, 
2.	Meningkatkan pilihan pendidikan pendidikan bagi setiap individu dan 
3.	Mendorong motivasi untuk belajar terus Pendidikan vokasional adalah program pendidikan yang secara langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu atau untuk persiapan tambahan karier seseorang.

Wenrich dan Wenrich menyebutkan bahwa pendidikan vokasi : the total process of education aimed at developing the competencies needed to function effectively in an occupation or group of occupations. Makna yang tersirat dalam definisi ini ialah:​[39]​ 
1.	pengembangan kompetensi, 
2.	kompetensi yang dibutuhkan, 
3.	kompetensi yang dikembangkan dapat berfungsi efektif, dan 
4.	kompetensi yang dikembangkan terkait dengan suatu pekerjaan – atau kelompok pekerjaan. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang bersifat khusus (terspesialisasi) dan meliputi semua jenis dan jenjang pekerjaan. Penafsiran yang tidak benar ialah memaknakan pendidikan vokasi sebatas pada pendidikan yang hanya concern pada manual skills. Pendidikan vokasi sesungguhnya concern dengan mental, manual skills, values, dan attitudes (Wenrich dan Wenrich, 1974: 8). 

Oleh karena itu, di dalam pendidikan vokasi secara implisit terkandung unsur-unsur berpikir (cognitive), berbuat (psychomotor), dan rasa (affective) dalam proporsi yang berbeda mengikuti kebutuhan kompetensi pada jenis dan jenjang pekerjaan yang terkait. Selain itu, konsep ini menunjukkan pula bahwa pendidikan vokasi terdapat pada semua jenjang pendidikan: dasar, menengah, tinggi. Hal ini dapat dipahami bahwa pekerjaan tertentu membutuhkan kualifikasi/kompetensi SDM yang berbeda. Perbedaan kualifikasi/kompetensi ini merujuk adanya jenjang dalam kompetensi. Paradigma pendidikan harus mulai berubah dari supply minded (orientasi jumlah) menjadi demand minded (kebutuhan) ke dunia kerja. Harus digali, kompetensi apa saja yang dibutuhkan pasar kerja ke depan.​[40]​ 
Menurut Hadiwaratama dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan hendaknya mengikuti proses:​[41]​ 
1.	pengalihan ilmu (transfer of knowledge) ataupun penimbaan ilmu (acquisition of knowledge) melalui pembelajaran teori; 
2.	pencernaan ilmu (digestion of knowledge) melalui tugas-tugas, pekerjaan rumah, dan tutorial; 
3.	pembuktian ilmu (validation of knowledge) melalui percobaan-percobaan di laboratorium secara empiris atau visual (simulasi atau virtual reality);
4.	pengembangan keterampilan (skills development) melalui pekerjaan-pekerjaan nyata di bengkel praktik sekolah, di Training Center atau magang di industri. Dari ke empat tahapan proses tersebut keterampilan merupakan yang paling esensial keberadaannya dalam pendidikan kejuruan.

Pendidikan vokasional merupakan pendidikan untuk penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang mempunyai nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan pasar dengan education labor coefficient tinggi. Implikasi bagi pendidikan vokasinal adalah :​[42]​ 
1.	Magang atau internship yang terprogram harus menjadi bagian dari system pendidikan vokasional, karena banyak ketrampilan teknis, sikap, kebiasaan, dan emosional hanya dapat diperoleh melalui on the job training.
2.	Dalam on the job training ketrampilan yang dipelajari termasuk yang bersigat general maupun spesifik, 
3.	Karena general training mempunyai nilai ekenomis yang lebih lama dan menjadi fondasi, maka perlu kuat, 
4.	Spesific training harus selalu di up to date sesuai dengan kebutuhan pasar,
5.	 Training untuk memiliki ketrampilan cara memperoleh dan menggali informasi menjadi penting untuk up dating. 

Yang perlu diperhatikan dan diceremati kaitan antara pendidikan dan kesempatan kerja adalah sebagai berikut :​[43]​ 
1.	Pendidikan hanya salah satu dari sumber daya manusia yang mempunyai bilai ekonomis, 
2.	Ada faktor sumber daya manusia lainnya yang juga penting, yaitu : faktor askriptif dan luck., 
3.	Faktor askriptif mencakup latar belakang sosial ekonomi keluarga, IQ, faktor fisik, faktor psikologis lainnya., 
4.	Faktor luck memberikan kontribusi cukup tinggi, yaitu 60 % (Christoper Jenk), tetapi juga diartikan persistent atau adanya peluang, 
5.	Pendidikan menentukan dan keberhasilan pekerjaan pertama, tetapi faktor askriptif lebih menentukan mobilitas pekerjaan selanjutnya, 
6.	Sumber daya manusia hanya salah satu input dari faktor produksi

Konsep baru efisiensi, adalah keadaan dimana sesuatu produk yang diharapkan mencapai tingkat maksimal atau sesuatu biaya tertentu atau dimana biaya ditekan seminimal mungkin dalam rangka menghasilkan suatu produk yang telah ditetapkan. Karena tujuan pendidikan (outputs) sudah ditetapkan, cara meningkatkan efisiensi pendidikan dilakukan dengan cara meminimalkan out puts, adalah sebagai berikut :​[44]​ 
1.	Efisiensi manaiemen dengan menggunakan teori manajemen, yaitu :
a.	Dilakukan dengan proses manajemen yang baik (POEC)
b.	Dengan time and rnotion study
c.	Menerapkan TQM (Total Quality Mangement)
d.	Mengembangkan motivasi kerja
e.	Pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik
2.	Efisiensi ekonomi,: dengan mengatur perbandingan inputs, yaitu :
a.	Memahami biaya pendidikan
b.	Memahami karakteristik biaya pendidikan
c.	Memahami struktur biaya pendidikan
d.	Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan
e.	Memilih strategic cost reduction (SCR).
3.	Efisiensi ekonomi. dengan memanfaatkan teknologi.	
a.	Menggunakan teknologi mesin





Dalam pengembangan pendidikan vokasional akan ditempuh dengan Strategic cost reduction, meliputi :​[45]​ 
1.	Mencakup jangka waktu yang panjang, dan komitmen manajemen yang berkelanjutan, 
2.	Akan efektif apabila dimulai dari perencanaan, bukan pada tahap implementasi rencana. 
3.	Mencakup keseluruhan rantai nilai mulai dari inputs sampai outputs/marketing, bukan hanya pengurangan pada biaya produksi. 
4.	Perlu sistem informasi biaya pendidikan yang akurat dan lengkap 

Kunci sukses strategic cost reduction. yaitu :​[46]​
a.	Kualitas manajemen, sebagai hasil pengembangan kualitas dalam menghasilkan produk yang dilakukan melalui Total Quality Management (TQM) jangka panjang, 
b.	Keandalan, peningkatan kualitas akan meningkatkan keandalan organisasi dalam menghasilkan produk., c) Kecepatan, dengan keandalan yang tinggi akan meningkatkan kecepatan keakuratan organisasi dalam menghasilkan produk. 

Faktor kegagalan strategic cost reduction yaitu :​[47]​ 
1.	Tidak ada tujuan yang jelas,. dan tidak dikaitkan dengan usaha mencapai posisi kompetitif di pasar, 
2.	Berorientasi jangka pendek, karena jangka pendek tidak berumur panjang sehingga biaya kembali tinggi, 
3.	Bersifat reaktif bukan programartik merupakan reaksi terhadap perubahan drastis, sehingga lebih merupakan manajmen krisis jangka pendek yang dapat menimbulkan persoalan baru.
4.	Tidak adanya  pengetahuun memadai tentang sifat biaya, karena tidak mengenal sifat biaya, strategi yang dipilih tidak tepat sasaran. 
5.	Tidak adanya informasi tentang penyebab terjadinya biaya, karena tidak ada informasi keadaan biaya sebagai akibat sistim akuntansi dan pelaporan biaya yang jelek, penyebab tingginya biaya tidak dapat dideteksi. 







A.	Gambaran Umum Akademi Kepolisian
1.	Letak Geografis Akademi Kepolisian
Akademi Kepolisian terletak di Jalan Sultan Agung Candi Baru, Semarang Provinsi Jawa Tengah.Akademi Kepolisian selanjutnya disingkat Akpol adalah Lembaga Pendidikan Tinggi pembentukan Perwira Pertama Polri yang berlandaskan Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya. Secara struktur kelembagaan pendidikan Polri, Akpol memiliki tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan Perwira Pertama Polri yang memiliki penalaran ilmiah dan berkemampuan profesi kepolisian dalam bidang pembinaan dan operasional setingkat penyelia lapangan (first line supervisor) serta berkepribadian yang mandiri, bermartabat, mahir, terpuji, dan patuh hukum. 
Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah letak geografis secara rinci mengenai wilayah Akademi Kepolisian sebagai berikut :
a.	Akpol terletak di Jalan Sultan Agung Candi Baru, Kota Madya Semarang, tepatnya di Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang Provinsi Jawa Tengah.
b.	Komplek Akpol berada diatas bukit dengan ketinggian lebih kurang 300 meter di atas permukaan laut. Dengan demikian, dari perspektif kontur tanah sangat sesuai untuk Lembaga Pendidikan Polri.
c.	Luas Komplek Akpol berjumlah 113,41 Ha yang keseluruhannya sudah dilengkapi dengan Sertifikat.
d.	Lahan-lahan cadangan terdiri dan:
1)	Areal Sukorejo seluas 5,2Ha.
2)	Areal Bendan Duwur seluas 1,48 Ha.  
3)	Keseluruhan lahan cadangan tersebut masih atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan.

2.	Sejarah Akademi Kepolisian
Sejarah menurut penulis dapat berarti proses historis, yakni rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa silam dan membentuk suatu sejarah serta menjadi bahan ajaran di masa kini. Sejarah dapat pula berarti penulisan sejarah itu sendiri, yakni penulisan kembali peristiwa-peristiwa masa silam agar dapat dikaji oleh orang-orang yang hidup di masa kini. Oleh karena itu penulis ingin sedikit mengulas sejarah mengenai Akademi kepolisian dari masa ke masa, yaitu sebagai berikut :
a.	Perjalanan sejarah Akademi kepolisian telah mengalami berbagai perubahan secara organisasi maupun tempat domisilinya sampai pada akhirnya menetap di Semarang.Tonggak berdirinya Akademi Kepolisian dimulai setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, para cendikiawan bangsa Indonesia mengambil alih kekuasaan pendidikan dari penjajah Jepang. Ambil alih tersebut termasuk pendidikan kepolisian “Jawea Keisatsu Gakka” selanjutnya diganti menjadi Sekolah polisi Negara RI di Sukabumi. Sekolah inilah nantinya akan menjadi cikal bakal Akademi Kepolisian.
b.	Pada tanggal 10 Juli 1959, Dengan Skep Presiden No. : 253/1959, Kepolisian Negara RI berubah menjadi Angkatan Kepolisian RI, dengan demikian Sekolah Polisi Negara di Sukabumi yang merupakan penyatuan dari Sekolah Inspektur Polisi di Bukit Tinggi dan Jogjakarta, berubah menjadi Sekolah Angkatan Kepolisian.
c.	Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 1965, Sekolah Angkatan Kepolisian RI berubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK), diresmikan oleh Men Pangak Irjen. Pol Soetjipto Judodiharjo, dengan Skep Menhankam Pangab No.:468/5/B/65/M , pada tanggal 1 Oktober ini yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Akademi Kepolisian. Pataka AAK berfalsafah Atmaniwedana Aryawirya Kretakarma diserahterimakan. Pada tanggal 16 Desember 1966, AAK diubah menjadi AKABRI bagian Kepolisian.
d.	Pada tanggal 29 Januari 1967, dibuka AKABRI bagian umum di Magelang dengan Taruna berasal dari pengiriman dari masing-masing angkatan dan Polri. Setelah menyelesaikan pendidkan selama 1 tahun di Magelang, Taruna AKABRI bagian Kepolisian dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan matra Kepolisian selama 3 tahun.
e.	Perjalanan sejarah selanjutnya pada tanggal 1 Juli 1980, Komplek AKABRI bagian Kepolisian di Semarang diresmikan penggunaannya oleh Kapolri Jendral PO. Drs. Awaloeddin Djamin MPA. Dengan Skep Kapolri No. POL Skep/36/I/1985 tanggal 24 Januari 1985 AKABRI Kepolisian berubah menjadi Akademi Kepolisian setelah AKABRI bagian dialihkan kembali kepada angkatan masing-masing, dan ditetapkan pula Pataka Akpol dengan tambahan pita diatas lambang bertuliskan Akademi Kepolisian, sasanti dibawah gambar lambang menjadi bertuliskan Atmaniwedana Kretakrama Aryawirya, gambar dibalik lambang semula lambang Akabri " Bhineka eka Bhakti " menjadi lambang Polri "Tribrata".
f.	Memasuki periode sejarah reformasi di Indonesia, sejarah Akademi Kepolisian  mengalami perubahan dengan dikeluarkan Skep Kapolri No.Pol : Skep/389/IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Akademi Kepolisian Mandiri, maka sejak 10 April 1999 Akpol dinyatakan terpisah dari AKMIL, AAL, AAU serta teknis administrasi juga lepas dari Mako Akademi TNI. Akhirnya, perubahan terjadi pada logo Akademi Kepolisian pada tanggal 24 Oktober 2003, dengan diresmikannya oleh Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, penggunaan Logo Akademi Kepolisian yang baru dengan mengganti kata-kata "Atmaniwedana - Kretakarma - Aryawirya" dengan kata-kata "Dharma - Bijaksana - Ksatria" dan pita bertuliskan "Akademi Kepolisian" yang semula terpisah di bagian atas disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam perisai Tri-Brata.

3.	Visi dan Misi Akademi Kepolisian
a.	Visi Akademi Kepolisian
Visi Akademi Kepolisian adalah : “Terwujudnya lembaga pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berkualitas, untuk melahirkan Perwira Polri yang praktisi dan akademisi sebagai kader pemimpin Polri masa depan, sesuai Strata kepangkatan dan struktur organisasi yang tergelar, jujur, bersih, profesional, bermoral, modern dan dipercaya masyarakat”.
b.	Misi Akademi Kepolisian
Sedangkan misi Akpol adalah sebagai berikut :
1)	Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, pelatihan dan pengasuhan yang berkualitas dalam rangka membentuk perwira Polri yang berkemampuan sebagai first line supervisor yang cerdas spiritual, intelektual, emosional, sehat jasmani, tangguh, berwibawa, berjiwa pemimpin dan unggul berdasarkan jatidiri Bhayangkara.
2)	Meningkatkan mutu latihan kerja Taruna dalam rangka pengabdian masyarakat sesuai pelaksanaan tugas pokok Polri.
3)	Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan peningkatan belajar mengajar dan pelatihan Taruna.
4)	Meningkatkan kuantitas dan kualitas 10 komponen pendidikan Akpol.
5)	Menyelenggarakan manajemen sumber daya Akpol secara bersih, transparan dan akuntabel.
6)	Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan Akademi TNI, perguruan tinggi dan Lemdik kepolisian di dalam negeri maupun luar negeri.

4.	Struktur Organisasi Akademi Kepolisian




Bagan Struktur Organisasi Akademi Kepolisian




1	Drs. Eko Hadi Sutedjo, SH, MSi	IRJEN POL	GUBERNUR
2	Drs. Srijono, MSi	BRIGJEN POL	WAKIL GUBERNUR
3	Drs. Eddy S. Setjo, MM	KOMBES POL	DIR AKADEMIK
4	Drs. Sumaryoto	KOMBES POL	DIR BINTARLAT
5	Drs. Bambang Wiji. P, MM	KOMBES POL	KABAG RENMIN
6	Drs. Adnas, MSi	KOMBES POL	KAKONBINTARSIS
7	Drs. Widiyatno, MM	KOMBES POL	KAKORGADIK (LAKHAR)
8	Drs. Amrin Remico, MM	KOMBES POL	KABAG JARLAT
9	Drs. Anis Nurhandayani, SH	KOMBES POL	KABAG BINDIK
10	Drs. Agus Salim	KOMBES POL	KABID FALTRA
11	Drs. Mamboyng	KOMBES POL	KABIG PENGSOS
12	Drs. Edy Suyanto, Mhum	KOMBES POL	KABID JEMEN
13	Drs. Leonidas Braksan, MM	KOMBES POL	KABID JASMANI
14	Drs. H. Djarot Subroto	KOMBES POL	KABID PROFTEK
15	Drs. I.B.K. Ardika, SH	KOMBES POL	PJS. KABID HUKUM
16	Drs. Ali Pranaka	KOMBES POL	KABAG BINLAT
17	Drs. Muharrom Riyadi	KOMBES POL	KABAG PUBLIKASI
18	Drs. Slamet Suroso, SH	KOMBES POL	KABAG KERMADIAN

5.	Tingkatan Taruna di Akademi Kepolisian
Kurikulum Akpol Semarang disusun berdasarkan pendekatan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan dengan tujuan untuk membentuk Taruna menjadi anggota Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang profesional, modern dan bermoral.
	Diharapkan pula para Taruna dan Taruni Akpolbisa sebagai Manajer Tingkat Pertama (first line supervisor) Tugas Umum Kepolisian yang Akademisi dan Praktisi dengan Kompetensi mampu untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas pokok kepolisian dalam rangka menangkal timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban serta penyakit masyarakat dengan menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang relevan dan teknologi informasi, mampu untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta kemampuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang didukung oleh kepribadian luhur, mental yang tangguh dan kesamaptaan yang prima.
	Di dalam pelaksanaan pendidikannya, ada beberapa jenjang/tingkatan pendidikan di Akpol, yaitu sebagai berikut :
a.	Taruna Tingkat I yang disebut Bharatutar
b.	Taruna Tingkat II yang disebut dengan Brigdatar
c.	Taruna Tingkat III yang disebut dengan Brigtutar

6.	Fasilitas Pendidikan
Fasilitas pendidikan identik dengan istilah sarana dan prasarana pendidikan. Akpol memiliki berbagai fasilitas pendidikan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan bagi Taruna Akpol, dengan rincian sebagai berikut:











Sarana Ruang Kelas di Akademi Kepolisian
NO	GEDUNG	BESAR	SEDANG	KECIL	DEN	KET





Sarana Ruang Praktek di Akademi Kepolisian
NO	PERUNTUKAN RUANGAN	JML	KETERANGAN
1	OLAH TRAMPIL TKP	5	
2	OLAH TRAMPIL POLSEK LAT KSATRIAN	2	
3	LAPANGAN TEMBAK	1	
4	DOJO SYAFRI DARWIN	1	
5	LABORATORIUM TOXIKOLOGI, KIMIA DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN	-	MENGGUNAKAN LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG
6	LABORATORIUM DACTILOSKOPI DAN FOTOGRAFI	1	(19 ELANGER / ALAT CETAK FILM)
7	LABORATORIUM BAHASA	2	LABSA 1 : 40 KOMPUTER, 3 UNIT LCD, 2 BUAH LAYAR LCD, 9 BUAH PRINTERLABSA 1 : 80 BUAH EARPHONE




Sarana Olah Raga di Akademi Kepolisian
NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1	SASANA SUTADI (BULU TANGKIS)	1
2	LAPANGAN TENNIS IN DOOR (SASANA SUMARDI)	3






















3	GEDUNG JUANG / MUSEUM	1
4	LAPANGAN TEMBAK	1
5	LAPANGAN APEL TARUNA	1






1)	Graha Wira Tama Muda terdiri dari :
a)	Unit A dengan daya tampung	:	80Taruna
b)	Unit B dengan daya tampung	:  	64Taruna
c)	Unit C dengan daya tampung	:	112Taruna
d)	Unit D dengan daya tampung	: 	168Taruna
e)	Unit E dengan daya tampung	:	66Taruna
f)	Unit G dengan daya tampung	:  	156Taruna
g)	Unit H dengan daya tampung	:	92Taruna
h)	Unit I dengan daya tampung	:	84Taruna 
Jumlah	:  	822Taruna
2)	Graha Wiratama Madya	:	352	Taruna
3)	Graha Wira Satria terdiri 23 Koppel 	: 	276 	Sis / Tar
4)	Graha Cendrawasih atau Rukan	:	1unit
5)	Graha Andrawina	:	1unit
6)	Graha Cendrawasih atau Café Taruna	:	1 unit
7)	Cafe Cendrawasih atau Perwira	:	 1 unit
h.	Fasilitas Sumber Air
1)	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2)	Sumur Artetis	:  	9unit
3)	Sumur pompa	:	2 unit
4)	Bak penampungan	: 	28unit
Guna memenuhi kebutuhan air untuk perumahan, sehingga setiap harinya dilakukan penjadwalan pengaliran air secara bergiliran.
i.	Fasilitas listrik
1)	Daya dan PLN 7,95 KVA, instalasi kabel TM (tegangan Menegah) menggunakan 1 jalur kabel bawah tanah 20 KVA, sedangkan instalasi kabel TR (tegangan  rendah) menggunakan 2 (dua) jalur yaitu kabel bawah tanah dan kabel udara.
2)	Bila terjadi pemutusan listrik dari PLN, kebutuhan Akpol dapat dicukupi dengan 9 (sembilan) buah genset, yang diprioritaskan untuk Rumdin flamboyan, Rukan, rumah sakit dan perkantoran.  Kondisi gardu dan jaringan listrik dalam keadaan baik.
j.	Sarana Angkutan
Dilihat dari jumlah dan kondisi ranmor yang ada, yang mampu beroperasi hanya ± 80 (delapan puluh) %, sehingga belum dapat menunjang kebutuhan operasional Taruna, terlebih lagi dalam kegiatan /latihan matra di luar Ksatrian Akademi kepolisian.Adapun rincian kendaraan bermotor yang dimiliki Akpol tertera pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.7

























kebutuhan barang-barang operasional perkantoran dipenuhi dari DIPA.
2)	Material komlek terdiri dari :
Tabel 4.8





3	INTERN (TELP LOKAL)	300 SALURAN	150	100	50

l.	Sarana Kesehatan
1)	Instalasi rawat inap kapasitas 50 tempat tidur;
2)	Instalasi rawat jalan : Poliklinik umum 1 unit dan Poliklinik gigi 1 unit;







10)	Instalasi dapur dan loundry rawat inap.

B.	Penerapam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian
Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah "keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional” (Pasal 1 ayat 3). Jadi dengan demikian, sistem pendidikan nasiona1 dapat dianggap sebagai jaringan satuan-satuan pendidikan yang dihimpun secara terpadu dan dikerahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Upaya menyeluruh pendidikan sebagai implementasi Undang-undang Nomor 20 athun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diselenggarakan dengan acuan standar pendidikan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menekankan pentingnya delapan standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar yang dimaksudkan itu berlaku untuk segenap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, termasuk di dalamnya jalur/jenjang/jenis pendidikan tinggi.
Apapun yang akan dinyatakan sebagai tujuan pendidikan, fungsi dasarnya di setiap masyarakat adalah sosialisasi, dalam arti menyiapkan generasi muda untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah pembangunan masyarakat dikemudian hari. Masyarakat Indonesia tidak terkecuali dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia, di mana pergaulan antar bangsa akan dilandasi oleh mekanisme pasar yang disertai mobilitas barang dan jasa secara global. Dengan penataan sistem pendidikan tinggi dimaksud dapat dikembangkan suatu pola manajemen yang akan dipergunakan sebagai acuan dasar untuk: 
1.	Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.
2.	Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan masing-masing perguruan tinggi.
Menurut Awaloedin Djamin, sesuai UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Akpol dan STIK-PTIK merupakan perguruan tinggi yang juga perguruan tinggi kedinasan, karena pendidikannya diarahkan untuk mengisi kebutuhan dinas yaitu Polri.​[49]​ Sedangkan menurut mantan Mendiknas Bambang Sudibyo, untuk pendidikan di Akademi TNI dan Akademi Kepolisian tidak termasuk dalam pendidikan kedinasan karena telah diwadahi oleh UU Pertahanan Negara dan UU Kepolisian.​[50]​ Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 2010). Melihat kondisi pendidikan kedinasan di beberapa lembaga penyelenggaranya, sebenarnya tidak diperlukan karena dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum kecuali untuk bidang militer, kepolisian, keuangan, dan beberapa bidang khusus lainnya. Jika dilihat jenis keahlian yang dibutuhkan suatu institusi dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi umum, maka sebenarnya tidak diperlukan lagi pendidikan kedinasan diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan.
Dari pendapat dua pakar pendidikan ini, muncul kerancuan saat munculnya PP tersebut dimana pada Pasal 5 ayat (1) bahwa program pendidikan kedinasan merupakan program pendidikan profesi setelah program sarjana (S1) atau diploma IV (D-IV) yang diselenggarakan di dalam/atau di luar satuan pendidikan yang ada pada kementerian, kementerian lain, atau LPNK terkait, baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal sepanjang memiliki kontribusi terhadap penerapan profesi kedinasan di lingkungan kerjanya. Jadi kalau memang pendidikan militer dan kepolisian yang direpresentasikan oleh Akademi TNI dan Akpol bukan merupakan pendidikan kedinasan, maka digolongkan kedalam apakah kedua jenis pendidikan tersebut? 
Sebelum melihat posisi Akademi TNI dan Akpol, ada baiknya menengok terlebih dahulu kategorisasi program pendidikan yang diatur dalam regulasi sistem pendidikan nasional. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2003, program pendidikan di pendidikan tinggi mencakup (1) pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor), (2) pendidikan profesi/spesialis, dan (3) pendidikan vokasi (diploma). Pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan tersebut dapat memberikan gelar akademik (sarjana, magister, dan doktor), gelar profesi/spesialis, dan gelar vokasi. 
Dengan demikian bila melihat dari jenis perguruan tinggi, Akpol digolongkan kedalam perguruan tinggi kedinasan, namun untuk program pendidikan maka digolongkan kedalam pendidikan vokasi (diploma) karena dihitung dari jumlah SKS selama mengikuti pendidikannya. Adapun pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4, maksimal setara dengan program pendidikan sarjana. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi. Berdasarkan rujukan tersebut, berikut gambaran ringkas tentang ketiga jenis progam pendidikan tersebut.
Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.Ma (Ahli Madya), A.Md (Ahli Madya). Lalu mendasari Surat Dirjen Dikti No. 498/E/T/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Kualifikasi D4 sama dengan S1, pendidikan Akpol apabila hendak mengkategorikan diri ke dalam kualifikasi kesarjanaan atau kediplomaannya harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini:
1.	Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 19, pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan pendidikan tinggi.
2.	Sesuai UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 20, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
3.	Sesuai Kepmendiknas No. 178/U/2001 tahun 2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi pasal 10 ayat 1, lulusan Program Diploma IV bergelar Sarjana Sains Terapan disingkat SST.
4.	Bahwa kualifikasi lulusan perguruan tinggi Program Diploma IV sama dengan Sarjana Strata 1 (S1), baik yang dari Sekolah Tinggi, Politeknik, Institut, atau Universitas. Diploma IV merupakan program vokasional, sedangkan S1 merupakan program akademik yang memiliki muatan kredit sama yaitu 144 SKS dan ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun.
Mengenai pendidikan vokasional seperti tertuang dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 2004 merupakan:
1.	Merupakan pendidikan tinggi maksimal setara dengan program sarjana yang berfungsi mengembangkan peserta didik agar memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu melalui program diploma dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional (Pasal 21).
2.	Merupakan pendidikan yang mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu dan dapat menciptakan peluang kerja (Pasal 22 Ayat [1]). 
3.	Menganut sistem terbuka (multi-entry-exit system) dan multimakna (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup life skill (Pasal 22 Ayat [2]). 
4.	Pendidikan vokasi berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja (Pasal 22 Ayat [3]). 
5.	Pendidikan vokasi merupakan pendidikan keahlian terapan yang diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Pasal 23 Ayat [1]).
6.	Kurikulum pendidikan vokasi merupakan rencana dan pengaturan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi, standar materi, indikator pencapaian, strategi pengajaran, cara penilaian dan pedoman lainnya yang relevan untuk mencapai kompetensi pendidikan vokasi (Pasal 27 Ayat [3]).
7.	Pendanaan pendidikan vokasi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia kerja (dunia usaha/industri), dan masyarakat (Pasal 38 Ayat [1]).
8.	Peran serta masyarakat dalam pendidikan vokasi meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan (Pasal 39 Ayat [1]).
9.	Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan vokasi dapat menjamin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 40 Ayat [1]).
Lalu penempatan Akpol apakah dibawah D-III atau D-IV sebaiknya dilihat kembali pada Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) yaitu:
Ayat (4) Program diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya. 

Ayat (5) Program diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya. 

Sedangkan dalam pemberian gelar, maka sesuai PP Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 22 ayat (3) perihal pemberian gelar lulusan politeknik, maka sebutan profesional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan. Gelar ini sama dengan gelar Bachelor of Applied Science untuk lulusan University of Applied Science. Lama pendidikan antara Program SST dengan S1 adalah sama yaitu 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun dengan jumlah SKS yang harus ditempuh sebanyak 152 SKS, perbedaan dasarnya lebih terletak pada sistem pola kurikulumnya sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah c/q Mendiknas. Lulusan Program SST memiliki kecenderungan pada penguasaan teknologi lebih baik secara praktik, dan lebih fleksibel mengaplikasikan ilmu pengetahuan pada keadaan sebenarnya di dunia kerja/profesi. Penguasaan teknologi di kepolisian tidak dipelajari oleh semua personel Polri, namun hanya dengan spesialisasi khusus saja, oleh sebab itu di kepolisian tidak mengenal kecabangan yang tentunya berbeda dengan militer. Di militer, sejak pendidikan sudah ditentukan matranya dan sampai pensiun tidak bisa berpindah kecabangan (dari artileri tidak mungkin menjadi zeni, dari zeni tidak mungkin ke kavaleri), sedangkan di kepolisian bisa saja berpindah fungsi sesuai dengan kebutuhan organisasi (dari reskrim mutasi ke intel, dari samapta ke lalu lintas, dari intel ke SDM, dll). Apalagi dengan jumlah SKS yang sama dengan S1, maka apabila Akpol menjadi D4 tidak perlu lagi mengikuti pendidikan di STIK untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Kepolisian karena memiliki status pendidikan yang sama antara S1 dan D4. Perbedaannya hanyalah, S1 diarahkan pada penerapan ilmu sedangkan D4 diarahkan pada penerapan teknologi. Apakah kepolisian melulu pada pengembangan teknologi kepolisian saja menimbang perkembangan ilmu kepolisian yang hendak digadang-gadangkan oleh Polri dalam menangani permasalahan masyarakat.
Tujuan pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di akademi Kepolisian berdasarkan Keputusan KALEMDIKPOL Nomor : KEP/334/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 adalah :
1.	Menghasilkan Perwira Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang berwawasan global;
2.	Mengevaluasi relevansi materi pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan dengan tuntutan pelaksanaan tugas serta kualitas lulusan Akpol;
3.	Menjalin kemitraan dengan masyarakat sedini mungkin dengan mengedepankan ilmu kepolisian terapan;
4.	Terselenggaranya kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang berkualitas sesuai dengan standar penjaminan mutu pendidikan tinggi dan menjadi pusat rujukan dalam pengembangan ilmu kepolisian terapan;
5.	Meningkatnya kualitas lulusan dan layanan kelembagaan.
Akademi Kepolisian dalam menjalankan program pendidikannya memiliki tujuan tentang profil kelulusan. Yang dimaksudkan dengan profil adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan Akpol di masyarakat atau dunia kerja Kepolisian. Profil ini adalah outcome pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil, Akpol dapat memberikan jaminan pada calon taruna akan bisa berperan menjadi apa saja setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di Akpol. Berikut adalah profil lulusan Program Akpol Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian, yaitu sebagai Inspektur Polisi Dua (Ipda) yang   berkualifikasi :
1.	Pemimpin yang berkarakter melindungi, mengayomi dan melayani dengan berlandaskan Tribrata dan Catur Prasetya;
2.	Manajer lini terdepan yang mahir dalam Pemecahan Masalah Masyarakat;
3.	Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Penegak Hukum Yang Terpuji dalam melaksanakan tugas pokok Polri;
4.	Penyelidik dan Penyidik Polri yang Patuh Hukum;
5.	Perwira Polri yang menjadi tauladan dalam kesamaptaan yang prima, sehat dan cerdas secara spiritual, intelektual, dan emosional.
Kompetensi lulusan Program Akpol Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi khusus. 
1.	Kompetensi Umum merupakan penjabaran dari deskripsi umum yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, sebagai berikut:
a.	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.	Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam melaksanakan tugasnya;
c.	Berperan sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
d.	Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
e.	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain;
f.	Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
2.	Kompetensi Utama adalah kompetensi yang harus dimiliki lulusan Program Akpol Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian, yang membedakan dengan Sarjana Ilmu Kepolisian, sarjana terapan pertahanan dan sarjana terapan lainnya. Kompetensi utama ini merupakan penciri suatu lulusan program studi tertentu, dan ini bisa disepakati dengan mengambil beban dari keseluruhan beban studi sebesar 40%–80%. Perumusan kompetensi utama disesuaikan dengan rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes) pada level 6 (enam) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Kompetensi utama Program Akpol Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian, adalah:
a.	Mampu mengaplikasikan keahlian di bidang penyelidikan, penyidikan, supervisi, perencanaan dan pengelolaan sumber daya,  masalah-masalah tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum;
b.	Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penyelidikan, penyidikan, supervisi, perencanaan dan pengelolaan sumber daya, masalah-masalah tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum;
c.	Mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang penyelidikan, penyidikan, supervisi, perencanaan dan pengelolaan sumber daya, masalah-masalah tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
d.	Menguasai konsep teoritis secara umum dan khusus  di bidang penyidikan, supervisi, perencanaan dan pengelolaan sumber daya, masalah-masalah tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum;
e.	Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural terkait bidang penyelidikan, penyidikan, supervisi, perencanaan dan pengelolaan sumber daya, serta masalah-masalah tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum;
f.	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, mampu memberikan petunjuk kepada anggota dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
g.	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
3.	Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara pendidikan yang menjadi penciri atau identitas yang khas dari seorang lulusan Akpol serta menjadi kompetensi yang mendukung kompetensi utama. Kompetensi khusus merupakan istilah pengganti kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya yang dirumuskan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2000. Kuota kompetensi khusus antara 20% - 40% dari keseluruhan beban studi. Kompetensi Khusus lulusan Program  Akpol Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian, terdiri dari:
a.	Memiliki kemampuan penggunaan alat kepolisian;
b.	Memiliki kemampuan Search and Rescue (SAR) serta Menembak;
c.	Memiliki kemampuan jasmani yang samapta dan prima;
d.	Memiliki kemampuan bela diri Polri Kyu 1;
e.	Memiliki kemampuan berkomunikasi dan sensitivitas dalam interaksi dengan masyarakat;
f.	Memiliki integritas, moralitas dan kemandirian untuk menghindari terjadi munculnya konflik kepentingan (conflict of interest).
Waktu yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program pendidikan Sarjana Strata 1 Terapan bagi Taruna Akpol adalah  4 (empat) tahun atau  48  (empat puluh delapan) bulan, yang akan dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya. Begitu seterusnya sampai dengan 4 (empat) tahun waktu pendidikan. Durasi waktu pendidikan  dibagi menjadi 8 (delapan) semester. Setiap semester pada program pendidikan akan ditempuh dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) minggu atau 6 (enam) bulan hari efektif. Didalamnya termasuk untuk kegiatan mid semester, ujian semester dan cuti pendidikan.
1.	Pentahapan Pendidikan
a.	Tahap Pendidikan Pembentukan Dasar Bhayangkara dan Pembekalan Pengetahuan Dasar Fungsi Teknis Kepolisian  ( Tingkat I atau Semester I dan II ).
1)	Pendidikan Pembentukan Dasar Bhayangkara yang selanjutnya disebut dengan Pendidikan Candradimuka Bhayangkara (Dik Candra Bhara), Pada tahap ini Taruna akan diubah sikap mental (switching mental) dari  masyarakat sipil (pure civillian) menjadi polisi sipil (civillian police) selama 4 bulan dengan sebutan Calon Bhayangkara Taruna (Cabhatar). Setelah melalui tahap ini Taruna akan dilantik menjadi Bhayangkara Taruna dan melanjutkan perkuliahan semester I selama 2 bulan. 
2)	Pembekalan Pengetahuan Dasar Fungsi Teknis Kepolisian.  Pada tahap ini Taruna melaksanakan perkuliahan semester II selama 6 (enam) bulan. 
b.	Tahap Pembentukan sebagai Inspektur Polisi  ( Tingkat II atau semester III dan  IV)
Tahap ini bertujuan untuk membentuk sikap perilaku Taruna sebagai Insan Bhayangkara dan memberikan landasan dasar dalam bentuk keilmuan, doktrin dan keterampilan untuk mengampu tugas profesi Kepolisian.
c.	Tahap Pendewasaan sikap perilaku dan pengembangan kematangan berpikir  ( Tingkat III atau Semester  V dan VI )
Tahap ini bertujuan untuk menguatkan penguasaan kompetensi profesi Kepolisian dengan    penekanan    pada    pendewasaan   sikap   perilaku  atau  mental dan pengembangan kematangan berpikir guna memberikan ruang kebebasan yang bertanggung jawab sebagai calon Inspektur Polisi yang mampu berperan sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dengan profesional dan moral yang terpuji.
d.	Tahap pengembangan keilmuan meliputi tahap pembulatan dan pengakhiran ( Tingkat IV atau semester VII dan VIII)
Tahap ini bertujuan untuk menggali kemampuan keilmuan dengan kompetensi profesi sebagai calon Inspektur Polisi dengan penekanan pada kerangka berpikir sistematis. Tahap ini bertujuan juga untuk memberi kebebasan berpikir ilmiah yang berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dan sekaligus merupakan tahap pembulatan yakni memperluas wawasan berkehidupan bermasyarakat dan memperkuat penguasaan serta memantapkan perilaku Taruna untuk berkarya secara profesional dan proporsional  dalam   melaksanakan   tugas Kepolisian  di masyarakat, sebagai calon Inspektur Polisi yang profesional bermoral dan modern. Tahap ini diakhiri dengan penulisan tugas akhir yang merupakan salah satu indikator penguasaan ilmu Kepolisian dalam memecahkan permasalahan sosial yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepolisian secara konseptual dan kontekstual. Tugas  Akhir  disamping  sebagai  persyaratan  kelulusan  juga merupakan persyaratan di dalam meraih gelar kesarjanaan (S1 Terapan Kepolisian), sehingga setiap Taruna harus memenuhi syarat kelulusan di dalam penulisan Tugas Akhir (Persyaratan penulisan dan kelulusan akan diatur secara tersendiri). Mata kuliah yang sudah ditempuh untuk memenuhi syarat menyandang gelar akademik Sarjana Terapan Kepolisian, dapat dikonversi pada saat Taruna lulus menjadi Inspektur Polisi dan akan melanjutkan ke jenjang atau strata pendidikan yang lebih tinggi (Master atau S2) sesuai dengan disiplin ilmu yang diminatinya. Disamping itu, untuk menumbuhkan penalaran ilmiah diberikan kegiatan seminar dan diskusi sebagaimana perkuliahan pada pendidikan tinggi non kedinasan lainnya. 
Berdasarkan wawancara dengan Gubernur Akpol diketahui bahwa dari segi kurikulum pendidikan menyesuaikan dengan apa yag teracu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi baik mata kuliah yang harus dipenuhi dan jumlah SKS. Dari segi sarana dan prasarana, Akpol memiliki sarana dan prasana yang mendukung dalam kurikulum yang telah mengacu pada Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yaitu diantaranya dengan pelengkapan perpustakaan, ruang konseling siswa, ruangan kelas yang dibangun tiap ruang berkapasitas naks 20 orang, adanya SIAK (sistem Informasi Akpol) yaitu sell kegiatan di Akpol baik mulai perencanaan penyusunan kurikulum dilanjut silabus sampai metode pembelajaran serta dosen pengampu termasuk nilai akhir peserta didik dapat diakses secara online oleh masy luar, ruang gadik atau dosen yang tadinya dalam satu ruangan besar dan hanya terdiri dari meja-meja maka dibangun menjadi ruang dosen / gadik sendiri dengan penggunaan sekat-sekat.​[51]​
Dari segi tenaga pendidik atau dosen maka untuk peningkatan kualitas pengajaran maka dilaksanakan kegiatan pelatihan bekerja sama dengan lembaga pendidikan luar semisal dengan Undip melalui pekerti namun tidak mendapat sertifikat hanya surat keterangan saja, selain itu pelatihan AA (ilmu kegadikan) kerja sama dengan Undip, pelatihan para gadik di lemdiklat polri. Dalam hal metode pembelajaran yaitu materi kuliah yang diberikan bila dulu komposisinya 60 % teori dan 40 % praktek. Dengan perubahan menjadi S1 terapan maka dibalik komposisinya menjadi 40 % teori dan 60 % praktek.​[52]​
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Amanat tersebut diselenggarakan oleh pemerintah melalui suatu sistem pendidikan nasional secara menyeluruh dalam segenap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Akademi Kepolisian dirasakan telah memenuhi pelaksanaan Sistem Pendidikan yang sesuai dengan Amanat Undang-Undang tersebut. 
Pendidikan di Akademi Kepolisian dalam program pendidikannya diarahkan kepada penjaminan dalam pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta efisiensi menejemen pendidikan. Pemerataan pendidikan yang didasari oleh program belajar sesuai dengan kompetensi Polri. Akademi Kepolisian juga mengembangkan bagi terbukanya kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Bagi staff pengajar dan pengasuhnya, Akademi Kepolisian memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan ditujukan bagi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa, olahraga, dan olahhasta dalam mengembangkan wawasan, pengetahuan, keterampialan, nilai dan sikap untuk aktif dan kreatif serta mampu berproduktifitas tinggi, berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan mengahadapi tantangan global. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di Akademi Kepolisian diupayakan melalui pengembangan potensi peserta didik secara optimal sebagai sumberdaya manusia yang mampu menghidupi dan menghidupkan diri sendiri, keluarganya serta masyarakatnya dalam kualitas yang tinggi dan bermartabat, menguasai ilmu, teknologi dan seni, serta budaya yang maju dan berdaya saing tinggi. Efisiensi menejemen ditempuh melalui peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan berbasis kinerja mereka, optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan sarana serta penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.
Pada dasarnya, penataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tujuan dalam arti harafiah, karena yang patut dijadikan indikator pencapaian keberhasilan, bukanlah penataan itu sendiri, melainkan keluaran (baik hasil maupun dampak) yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, sebagai akibat penataan tersebut. Pada tingkat penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi, penataan menghasilkan kerangka landasan atau kerangka acuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan seperangkat peraturan, pengaturan dan kesepakatan, yang pada tingkat pelaksanaan perguruan tinggi digunakan sebagai acuan untuk merencanakan program pembangunan dan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keluarannya. 
Penataan sistem pendidikan di Akademi Kepolisian sewajarnya bertolak dari hal-hal yang secara idiil melandasi penyelenggaraannya, dan secara normatif juga sesuai dengan perundangan yang berlaku di Indonesia. Akademi Kepolisian adalah perguruan tinggi selalu bercirikan suatu organisasi profesional,dimana hasil dan dampak yang tersalurkan ke masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan dan kinerja civitas akademika yang dilandasi oleh kreativitas dan ingenuitas. Hal tersebut memerlukan adanya suasana kerja yang berbeda dari organisasi yang bergerak di bidang manufaktur, di mana kualitas kerja sangat ditentukan oleh ketepatan melaksanakan prosedur, yang menyangkut cara, urutan, dan waktu. Penelaahan dan pengalaman lapangan tentang organisasi kerja menyimpulkan bahwa kreativitas, ingenuitas, dan produktivitas suatu organisasi profesional lebih terangsang oleh pola kerja yang luwes dan mandiri dari pada pola kerja yang terstruktur secara kaku. Hal ini dapat dijadikan salah satu alasan kuat agar perguruan tinggi dapat dikelola berdasarkan asas otonomi. 
Akademi Kepolisian tidak diselenggarakan dalam 'suatu ruang hampa', Akademi Kepolisian selalu terkait dan tergantung pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut mengakibatkan bahwa tata nilai, norma, perundangan dan peraturan yang menjadi rambu-rambu dan memandu perkembangan masyarakat, selalu harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Sehingga asas otonomi yang diberlakukan dalam pengelolaan Akademi Kepolisian, selalu harus disertai dengan pertanggung-jawaban atau akuntabilitas. Akademi Kepolisian memiliki fungsi tertentu di masyarakat, yang dapat disimpulkan sebagai kegunaan bagi masyarakat. Beberapa fungsi yang dianggap melekat pada Akademi Kepolisian adalah pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, yang apabila dilaksanakan akan menghasilkan lulusan yang terdidik, ilmu pengetahuan baru (hasil penelitian) dan jasa pembangunan masyarakat (hasil pengabdian kepada masyarakat).
Masyarakat sebagai penyandang aliran sumber daya yang memungkinkan terselenggaranya perguruan tinggi, berhak untuk memperoleh informasi dan menuntut kualitas kinerja perguruan tinggi. Untuk hal itu diperlukan adanya suatu badan yang secara mandiri dapat menilik dan mem-'verifikasi' kinerja setiap perguruan tinggi yang diselenggarakan di masyarakat.
Di hampir semua negara terdapat badan seperti itu, dan untuk keperluan tersebut pemerintah sudah membentuk Badan Akreditasi Nasional. Untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang baik, pengambilan keputusan manajerial di perguruan tinggi harus dapat ditunjang dan dilandasi oleh fakta, data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan disimpulkan melalui proses evaluasi. Kelima hal yang disebutkan di atas : kualitas, otonomi, akuntabilitas/pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi dapat digunakan sebagai lima komponen acuan dasar atau Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi sebagai berikut :
1.	Hasil dan kinerja perguruan tinggi harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan.
2.	Kualitas berkelanjutan, yang dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas pribadi sivitas akademika dapat dirangsang oleh pola manajemen yang berasaskan otonomi.
3.	Otonomi perguruan tinggi harus senafas dengan akuntabilitas/pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan, kinerja danhasil perguruan tinggi.
4.	Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang handal dan syahih mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi, diaktualisasi melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional.
5.	Tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan dan perencanaan di perguruan tinggi adalah proses evaluasi.
Secara visual Paradigma Manajemen Akademi Kepolisian itu dapat digambarkan sebagai suatu tetrahedron dengan Otonomi, Akuntabilitas, Akreditasi dan Evaluasi masing-masing sebagai salah satu dari ke-empat sudutnya, dan kualitas di titik pusat badan tetrahedron. Kelima komponen paradigma tersebut di atas, secara tersirat dan tersuratdisebut dalam UU No. 2/1989 dan PP No. 30/1990. Di samping itu kelima komponen tersebut pada umumnya secara mondial juga menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi yang dianggap baik. 

C.	Kualifikasi Pengajar Dan Home Base Dosen Akpol Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pada Penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan Di Akademi Kepolisian
Dosen adalah seseorang professional yang mengelola kelas serta memimbing siswa di lingkungan sekolah, dosen dituntut untuk memiliki kompetensi selain mengajar juga melakukan penelitian. dosen adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas satuan-satuan pendidikan dalam mentranformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati, dan raganya. Dari sekian banyak komponen pendidikan, guru dan dosen merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan.
Masalah pendidikan berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karenanya proses pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan pada hakikatnya kedua proses itu menyatu dalam proses kehidupan manusia. Dan keduanya tidak  terpisahkan. Cukup beralasan jika Rupert C. Lodge menyatakan bahwa “Life is education, and education is life”. Pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan adalah pendidikan.​[53]​
Berjalannya pendidikan tidak lepas dari adanya sarana prasarana, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjangpenyelenggaraan pendidikan (​http:​/​​/​id.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=Penyelenggaraan_Pendidikan&action=edit&redlink=1" \o "Penyelenggaraan Pendidikan (halaman belum tersedia)​). Yang termasuk kedalam tenaga kependidikan terbagi dalam tiga kelompok besar, yaitu:
1.	kepala satuan pendidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut (dalam hal ini adalah Kepala Sekolah/Madrasah, Rektor, Direktur, serta istilah lainnya.
2.	pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya seperti guru,dosen, tutor, konselor, pamong belajar, instruktur (​http:​/​​/​id.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=Instruktur&action=edit&redlink=1" \o "Instruktur (halaman belum tersedia)​), fasilitator (​http:​/​​/​id.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=Fasilitator&action=edit&redlink=1" \o "Fasilitator (halaman belum tersedia)​), Ustadz (​http:​/​​/​id.wikipedia.org​/​wiki​/​Ustadz" \o "Ustadz​)/dzah, dan sebutan lainnya, dan
3.	tenaga Kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya: Tata Usaha, penjaga laboratorium, pustakawan, dan lainnya.
Melihat dari penjelasan di atas, kelompok besar ke dua adalah yang mempunyai peran penting dalam pendidikan. Karena wilayah kerjanya lebih memungkinkan untuk dekat kepada peserta didik. Sama halnya dengan guru, kualifikasi dosen juga di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab V, bagian satu kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Pasal 45 dan 46, ayat 1 dan 2 sebagai berikut:
1.	Pasal 45




“Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian”.

Ayat 2
a.	Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum;
b.	Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
c.	Lulusan program doctor untuk program pascasarjana.

Berbeda dengan sekolah dasar dan menengah yang lebih banyak difokuskan kepada proses belajar dan mengajar, dan mempersiapkan murid untuk bisa naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka di perguruan tinggi karena dianggap sebagai jenjang tertinggi suatu proses pendidikan, maka selain diutamakan pada proses belajar – mengajar dan menyemaikan ilmu, tetapi juga kepada pencarian dan pengembangan ilmu sendiri, yang mana dengan bekal ilmu dan pengetahuan tersebut diharapkan dapat dijadikan alat untuk mendapatkan solusi permasalahan bagi masyarakat.
Dalam proses pencarian dan pengembangan ilmu sendiri, maka dosen juga dituntut untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya, kecuali itu juga mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan kompetensi yang dimilikinya. Itulah esensi tri dharma perguruan tinggi. Kompetensi dosen dapat dilihat dari manajemen kompetensi dosen berikut ini :​[54]​
1.	Perguruan Tinggi akan maju jika didukung oleh dosen-dosen yang kompeten dalam bidangnya.
2.	Kompetensi dapat diartikan ciri-ciri pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang diperlukan untuk mencapai performansi yang tinggi. Kompetensi = Kemam-puan bertindak cerdas dan bertanggung-jawab.
3.	Kompetensi itu diperoleh dengan mengidentifikasi ciri-ciri dosen yang berperformansi tinggi untuk dibandingkan dengan ciri-ciri dosen yang berperformansi rata-rata.
4.	Untuk dapat bersaing PT perlu memiliki ”kompetensi inti” yang dapat diandalkan (= Kompetensi Inti PT).
5.	Kompetensi inti itu harus ditentukan sendiri oleh pimpin-an PT yang bersangkutan, dengan menterjemahkan visi, misi dan tujuan-tujuan PT menjadi bentuk-bentuk kompetensi PT.
6.	Untuk memelihara dan mengembangkan kompetensi-kompetensi inti, dibutuhkan SDM yang dapat mendu-kung terwujudnya kompetensi itu.
7.	Kompetensi-kompetensi inti PT itu kemudian diter-jemahkan ke dalam kompetensi individu, yang ”wajib” dimiliki oleh semua dosen PT itu, sesuai dengan pekerjaan, tugas dan kewajiban masing-masing.
8.	Jadi kompetensi individu harus merupakan penjabar-an dari Kompetensi Inti PT, agar pengembangan SDM dan kompetensi individu benar-benar relevan dengan kepentingan pencapaian tujuan-tujuan PT.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran,  pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 
Implikasi dari kualifikasi akademik dosen dalam sertifikasi pendidik adalah untuk mendapatkan sertifikasi pendidik atau dapat diuji sertifikasi, maka seorang dosen setidak-tidaknya harus berpendidikan S2 atau pascasarjana. Sementara itu dalam pasal Pasal 45 UUGD, Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
1.	memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
2.	memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
3.	lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam perspektif kesejahteraan, penghasilan dosen diprediksikan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. 
Menurut Ismaun,​[55]​ sekarang di masyarakat ramai diperbincangkan tentang sertifikat pendidik, seolah-olah yang harus memegang sertifikat pendidik sebagai tanda keprofesionalannya hanyalah guru saja. Hal ini tentu kurang tepat karena para dosen pun dituntut memiliki hal yang sama untuk memenuhi tuntutan keprofesionalannya. Begitu juga dengan kepemilikan berjenis kompetensi serta pemenuhan kualifikasi akademik yang tidak hanya menyangkut guru, tetapi juga dosen pendidikan tinggi.
Akademi Kepolisian sebagai salah satu instutusi pelaksana pendidikan di Kepolisian memiliki Dosen yang berasal dari internal kepolisian maupun dosen yang berasal dari institusi di luar Polri yang dapat mendukung program pembelajaran di Akademi Kepolisian. Adapun jumlah dosen yang ada di Akademi Kepolisian adalah :
Tabel 3.1
Jumlah Tenaga Pendidik di Akademi Kepolisian
NO	ASAL TENAGA PENDIDIK	JUMLAH	KETERANGAN
1	DOSEN INTERNAL/AKPOL	190 ORANG	
2	DOSEN EKSTERNAL 	153 ORANG	

Kualifikasi tenaga pendidik atau dosen internal Akademi Kepolisian adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2








Kualifikasi tenaga pendidik atau dosen eksternal Akademi Kepolisian adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3








Di lingkungan Akademi Kepolisian, dosen merupakan salah satu kebutuhan utama. Ia ibarat mesin penggerak bagi segala hal yang terkait dengan aktivitas ilmiah dan akademis. Tanpa dosen, tak mungkin sebuah lembaga pendidikan disebut perguruan tinggi atau universitas. Sebab itu, di negara-negara maju, sebelum mendirikan sebuah universitas, hal yang dicari terlebih dahulu adalah dosen. Setelah para dosennya ditentukan, baru universitas didirikan, bukan sebaliknya. Demikian pentingnya dosen ini hingga tidak sedikit perguruan tinggi menjadi terkenal karena kemasyhuran para dosen yang bekerja di dalamnya. Beberapa universitas di Eropa dan Amerika juga menjadi terkenal di dunia karena memiliki dosen dan guru besar yang mumpuni, seperti Universitas Berlin yang memiliki dosen sekaliber Fichte dan Hegel, dan sebagainya. 
Dalam posisi sebagai "jantung" perguruan tinggi, dosen sangat menentukan mutu pendidikan dan lulusan yang dilahirkan perguruan tinggi tersebut, di samping secara umum kualitas perguruan tinggi itu sendiri. Jika para dosennya bermutu tinggi, maka kualitas perguruan tinggi tersebut juga akan tinggi, demikian pula sebaliknya. Sebaik apapun program pendidikan yang dicanangkan, bila tidak didukung oleh para dosen bermutu tinggi, maka akan berakhir pada hasil yang tidak memuaskan. Hal itu karena untuk menjalankan program pendidikan yang baik diperlukan para dosen yang juga bermutu baik. Dengan memiliki dosen-dosen yang baik dan bermutu tinggi, perguruan tinggi dapat merumuskan program serta kurikulum termodern untuk menjamin lahirnya lulusan-lulusan yang berprestasi dan berkualitas istimewa. 
Pengajar dan mengajar adalah dua istilah yang sulit untuk dipisahkan. Umpamanya dikatakan bahwa ia adalah guru yang baik apakah individu itu mempunyai karakteristik mengajar yang baik ataukah bertingkah laku yang patut diteladani? Mengajar adalah kata kerja yang biasanya dipakai dalam proses terselenggaranya kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang belajar, sedangkan pengajar adalah individu yang mendorong melakukan kegiatan tersebut, untuk mencapai suatu tujuan biasanya di perguruan tinggi disebut tenaga pengajar.
Namun demikian, pada umumnya pengajar yang baik dapat mengajar dengan baik. Mengajar itu tidak hanya apa yang terjadi di dalam kelas tapi juga persiapan yang dilakukan sebelumnya dan penilaian yang dilakukan sesudahnya. Oleh sebab itu yang tercakup dalam mengajar yaitu persiapan dan juga penyampaiannya, memberikan fasilitas, ceramah, membimbing, mengarahkan, dan kadang-kadang mendorong.
Mengajar yang baik termasuk semuanya yang telah disebutkan tadi yang dikerjakan secara sungguh-sungguh. Kesungguhan ini tidak saja sebagai kesungguhan yang umum, tapi lebih bersifat pribadi. Amanah dari Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan guru dan dosen harus profesional. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1.	memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2.	memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3.	memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4.	memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5.	memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6.	memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7.	memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8.	memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9.	memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan.
Implementasi di bidang pekerjaan mempunyai karakter dan pembedaan yang unik antara peran guru dan dosen, kendatipun keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap peserta didiknya. Di perguruan tinggi, karena peserta didiknya adalah individu yang dewasa, maka mengajar di sini mempunyai tuntutan yang khusus. Tuntutan mengajar di perguruan tinggi kemudian berubah artinya dari teaching menjadi scholar. Prosesnya bukan lagi hanya memberikan sejumlah informasi tapi sharing the exitement of learning.​[56]​
Dari kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengajar itu tidak hanya mengajar orang lain tetapi juga mengajar diri sendiri, dalam arti bahwa pengajar juga turut belajar. Banyak batasan yang dapat dikutip mengenai mengajar. Dengan demikian, dapat dikatakan yaitu:
1.	Agar dapat mengajar maka tenaga pengajar harus mempunyai pengetahuan/ilmu yang akan diajarkan, biasanya disiplin ilmu yang sesuai dengan keahliannya.
2.	Tenaga pengajar harus mempunyai itikad akan membagi ilmunya dengan yang lain. Tenaga pengajar juga harus mempunyai komitmen bahwa ia juga akan belajar.
3.	Komitmen ini bermakna ganda, yaitu belajar untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.
Profesi berasal dari kata Latin professare, yang berarti deklarasi keyakinan seseorang sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan tata nilai yang dimilikinya. Kata ini juga menunjukkan adanya keterbukaan untuk diuji telik oleh pihak lain untuk menjamin kebenarannya. Ada sejumlah kriteria dari sebuah profesi sebagai berikut:​[57]​
1.	mantapnya sebuah profesi memakan waktu lama dan kerja keras sehingga pengetahuan teoritis dan praktiknya sama kuatnya. 
2.	para anggotanya terus meningkatkan kemampuan okupasional, tidak berhenti setelah kelulusan dan peraihan sertifikat profesi.
3.	adanya komunikasi profesi dan apresiasi antara seorang profesional dengan komunitas pengguna layanan. Seorang profesional mengomunikasikan profesinya lewat perkataan dan perbuatannya. Sementara itu publik meresponnya dengan pengakuan dan apresiasi, antara lain dalam wujud sallary.

Secara universal, ada kekhasan yang melandasi profesionalisme tenaga pengajar, yaitu penelitian. Lewat penelitian tenaga pengajar mencari kebenaran ilmiah secara otonom terbebas dari pengaruh luar. Kebenaran relatif itu merupakan prestasi dirinya untuk menuai rekognisi dan penghargaan akademik. Dengan demikian, tanpa penelitian seorang tenaga pengajar akan kehilangan jati dirinya. Dalam persaingan yang semakin ketat, prestise dan pendapatan materi seorang tenaga pengajar sebagai pemimpin masyarakat dan pembentuk opini publik tergantung pada kualitas layanan profesionalnya, tidak lagi pada atribut-atribut akademikyang dimilikinya.
Para tenaga pengajar harus sadar bahwa perkembangan kualitas profesinya kini diukur melalui mekanisme audit internal dan eksternal. Dikhawatirkan bahwa peningkatan profesi akan mandek ketika hasil atau titik ideal sudah tercapai, padahal persaingan antarprofesi semakin sengit. Untuk itu, paradigma pengembangan profesi mesti diubah dari orientasi profesi ke orientasi pengembangan yang berkelanjutan (continuous development) dalam konteks jaminan mutu.
Berdasarkan tiga kriteria di atas, pengembangan Dosen di Akademi Kepolisian adalah sebagai berikut:​[58]​
1.	Seorang tenaga pengajar seyogyanya memiliki kualifikasi yang menunjang kepakarannya. Namun ini tak cukup. Ia mesti terus meningkatkan dirinya lewat penelitian dan publikasi. Dari kacamata perguruan tinggi kontribusi tenaga pengajar terhadap perbaikan praktik pendidikan nasional bukan karena keterlibatan langsung pada pendidikan, tetapi keterlibatannya pada penelitian ilmiah dan publikasinya. Akademi Kepolisian menyediakan saran jurnal untuk kebutuhan Dosen dalam mempublikasikan karya ilmiahnya.
2.	Kedua, Dosen di Akademi Kepolisian mesti konsisten, istiqomah, dan committed terhadap kepakarannya dari S1, S2, sampai S3, dan didukung oleh penelitian yang terus menerus pada bidang yang diklaimnya (claimed expertise) sebagaimana teruji oleh publik lewat jurnal penelitian dan makalah yang disajikan pada forum ilmiah.
3.	Profesionalisme Dosen Akademi Kepolisian tampak pada empat indikator yang terfokus pada perguruan tinggi yaitu:
a.	penguasaan bidang kepakaran dan pemahaman teori-teori pendidikan serta aplikasinya pada pembelajar dewasa (andragogi),
b.	penerapan pengetahuan kependidikan pada proses belajar mengajar tingkat universitas,
c.	mempraktekkan otonomi pengajaran secara akuntabel, dan 
d.	tumbuhnya etos profesional di lingkungan kampus.
Problem yang dialami hampir oleh semua perguruan tinggi adalah zig-zag kepakaran akibat lemahnya kepatuhan terhadap bidang studi. Banyak tenaga pengajar yang memiliki gelar S1, S2, dan S3 dalam disiplin yang berbeda. Memang yang bersangkutan menjadi seorang generalis: tahu banyak hal namun dangkal. Profesionalisme tenaga pengajar juga mesti akuntabel di mata kolega dan legawa jika dinilai oleh mahasiswanya.
Dengan disahkannya PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan UU tentang guru dan tenaga pengajar, tuntutan profesionalisme bagi sosok pendidik pada setiap jenjang pendidikan semakin berat. Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta mesti mengamalkan peraturan dan undang-undang ini antara lain dengan mengangkat tenaga pengajar minimal berpendidikan S2 dengan kepakaran yang relevan. Guru profesional yang tersertifikasi itu minimal berijazah S1 dan telah menempuh 36 SKS bidang kependidikan. Dengan demikian, pada tataran pokok bahwa hal penting yang harus diperhatikan dalam profesionalisme staf pengajar adalah agar mereka merasa bangga akan profesinya sebagai pengajar.
Pada Akademi Kepolisian, pengembangan kualitas Dosen dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Secara garis besar dapat diidentifikasikan beberapa macam program yang dilakukan untuk pengembangan tenaga dosen, yaitu
1.	Program Orientasi untuk Staf Dosen Baru.
Meskipun sebagian besar tenaga dosen baru diangkat melalui program asistensi terlebih dahulu, namun banyak kenyataan yang menunjukkan bahwa asistensi ini sangat terbatas lingkupnya. Program orientasi mempunyai lingkup yang lebih luas, karena dapat memperkenalkan mekanisme kelembagaan, struktur organisasi, hakekat pembelajaran dan lain-lain. Terlebih penting lagi hal ini juga menunjukkan perhatian dari pimpinan lembaga yang besar terhadap para tenaga baru itu. Seyogyanya program orientasi ini tidak hanya merupakan acara tambahan dalam latihan semacam prajabatan, serta tidak dihapuskan  karena sudah ada program penataran kemampuan membelajarkan,
karena program orientasi adalah untuk memberikan dasar kemampuan profesional sebagai dosen.
2.	Evaluasi Kinerja Dosen.
Bagi dosen yang telah bertugas membelajarkan, diperlukan evaluasi atas kinerja kedosenannya (instructional performance). Evaluasi ini diperlukan untuk menentukan apakah dosen yang bersangkutan perlu dinaikkan pangkatnya (diberi penghargaan) atau diperbaiki kinerjanya. Evaluasi yang komprehensif akan terdiri dari : evaluasi diri sendiri, observasi kelas oleh penilai, wawancara terstruktur dengan sejawat dan mahasiswa, survey pendapat para mahasiswa, analisis materi perkuliahan, pengkajian atas hasil belajar mahasiswa, laporan perkuliahan, dan penilaian oleh Ketua Jurusan. Evaluasi yang sering dilakukan adalah evaluasi diri dan survai pendapat mahasiswa. Dengan bertolak dari asumsi bahwa kegiatan dosen terpenting adalah efektivitas pembelajaran, maka ada tujuh karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi dosen, yaitu:
a.	pengorganisasian kuliah dengan baik;
b.	komunikasi yang efektif;
c.	penguasaan dan kegairahan dalam matakuliah;
d.	sikap positif terhadap mahasiswa;
e.	pemberian ujian dan nilai yang adil;
f.	keluwesan dalam pendekatan dosenan; dan
g.	hasil belajar mahasiswa yang memuaskan.
Kegiatan evaluasi ini boleh dikatakan merupakan awal yang perlu dilakukan sebelum dilakukan tindakan perbaikan dosen.
3.	Pendidikan Lanjutan
Pendidikan ini adalah tingkat Pasca Sarjana (Magister) dan Doktor dalam spesialisasi Teknologi Pendidikan, di dalam maupun di luar negeri. Perguruan tinggi yang memiliki program studi teknolgi pembelajaran memang diharapkan dapat menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, seperti kedokteran, rekayasa, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Seyogyanya mereka ini, karena jumlahnya yangterbatas, dijadikan kader untuk pembinaan profesional di lembaganya masing-masing, setelah mereka menamatkan studinya. Mata kuliah yang diberikan dalam spesialisasi ini difokuskan pada kemampuan membelajarkan di lembaga peserta masing-masing. Spesialisasi lanjutan dalam bidang ini seyogyanya diakui dan mendapatkan penghargaan (termasuk angka kredit untuk kenaikan pangkat) yang sama dengan penghargaan yang diberikan terhadap gelar tambahan dalam disiplin keilmuan masing-masing, meskipun dengan pembatasan tugas tertentu. Misalnya seorang Sarjana llmu Ekonomi dengan gelar tambahan Doktor dalam Teknologi Pendidikan, dapat memperoleh kenaikan pangkat karena gelar tambahannya, meskipun mungkin dibatasi wewenangnya untuk membelajarkan di Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, karena pendalaman dalam disiplin keilmuan dianggap kurang.
4.	Lokakarya dan seminar dalam kampus.
Lokakarya/seminar ini diselenggarakan mengenai berbagai aspek belajar dan membelajarkan. Topik seperti pengelolaan perkuliahan, dosen beregu (team teaching), pembelajaran perorangan, penilaian kemajuan belajar, penilaian program perkuliahan, pembuatan media instruksional, pemanfaatan televisi jaringan tertutup (CCTV) dan sebagainya. Lokakarya/ seminar ini dapat diberikan dalam waktu yang pendek, mulai setengah hari hingga tiga hari, sehingga tidak mengganggu tugas akademik lainnya. Namun seyogyanya lokakarya/seminar itu dilakukan secara berkesinambungan dan diselenggarakan oleh suatu tim yang tetap, sehingga dapat dijamin kesinambungannya dan dihindari duplikasi atau kontradiksi.
5.	Konferensi di luar kampus.
Konperensi ini merupakan kegiatan baik yang diselenggarakan untuk satu bidang studi khusus maupun untuk berbagai bidang studi secara bersamaan mengenai berbagai aspek membelajarkan dan belajar. Konferensi semacam ini akan membuka cakrawala yang lebih luas, dan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pengalaman yang lebih banyak. Konferensi semacam ini juga diselenggarakan secara internasional, baik dengan peserta dari satu bidang keilmuan tertentu maupun dari aneka disiplin. Sudah seyogyanya keikutsertaan dalam konferensi semacam ini dibiayai dan dihargai sebagaimana keikutsertaan dalam konferensi mengenai disiplin keilmuan masingmasing.
6.	Magang
Kegiatan magang ini dilakukan untuk memperoleh kemampuan atau keterampilan umum maupun khusus dalam bidang yang berkaitan dengan belajar-membelajarkan. Secara umum magang dilaksanakan dengan menugaskan seseorang pada suatu unit/ lembaga lain secara penuh dalam jangka waktu tertentu. Unit/ lembaga tersebut dapat di dalam atau di luar kampus, yang mempunyai tugas khusus untuk mengembangkan salah atau serangkaian komponen teknologi pembelajaran, seperi misalnya perancangan program pembelajaran, produksi media pembelajaran, evaluasi program, proses dan hasil belajar dan sebagainya. Beberapa perguruan tinggi mempunyai unit yang disebut Pusat Sumber Belajar atau Pusat Pengembangan Pembelajaran. Perguruan tinggi yang merupakan “teaching university” semestinya mempunyai unit untuk magang tersebut.
7.	Penelitian Masalah Belajar-Membelajarkan
Penelitian semacam ini masih sangat terbatas dilakukan, sebagian karena masalah biaya, tetapi ada dugaan kuat bahwa penelitian ini kurang menarik bagi disiplin keilmuan selain pendidikan, karena kurang mendapatkan penghargaan. Banyak lembaga berpendapat bahwa hanya penelitian dalam disiplin keilmuan sendiri saja yang pantas mendapat penghargaan (angka kredit kenaikan pangkat), dan bukannya membelajarkankan disiplin keilmuan itu. Penelitian dalam bidang ini dengan berbagai latar disiplin keilmuan sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan efisiensi internal proses pendidikan. Di samping itu penelitian seperti ini juga perlu untuk meningkatkan kerjasama dan cakrawala professional di antara para dosen. Tema umum penelitian ini adalah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber belajar untuk meningkatkan produktifitas, efektivitas, dan efisiensi belajar membelajarkan.

D.	Kendala Yang Dihadapi Pada Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pada Penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan Di Akademi Kepolisian Khususnya Mengenai Kulaifikasi Pengajar dan Home Base Dosen Akpol
Sebagai pendidik profesional tentunya bagi dosen meniscayakan adapeningkatan dalam hal pembelajaran dan pendidikan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Bukan sebaliknya dengan gaji yang tinggi tetapi tidak ada korelasi positif dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan seorang dosen. Tentu hal itu sangat naif bila terjadi pada setiap perguruan tinggi (​http:​/​​/​ishomyusqi.com​/​membangun-integritas-akademik-perguruan-tinggi-di-indonesia​/​​). Sebagai dosen profesional dalam syarat undang-undang dan peraturan pemerintah harus mempunyai minimal kualifikasi S2, bersertifikat pendidik, berkompetensi baik kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Selain syarat di atas, ada tambahan syarat lagi harus sehat jasmani dan ruhani serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Dosen di Akademi Kepolisian, sebagian besar dalah Dosen Karir yang masih dinas di lingkungan Polri. Secara idealnya dosen Akpol harus punya spesialisasi dalam mengajar setiap Mata kuliah yang diberikannya. Pada kenyataannya justru banyak dosen akpol yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Hal ini karena Polri sendiri masih merintis pendidikan linier yang dibangunnya semisal setelah dari Akpol kemudian dilanjut PTIK dan selanjutnya S2 PTIK yang baru saja berdiri sekitar 2 tahun lalu dan baru meluluskan 2 angkatan saja atau S2 KIK yang sudah berjalan selama 8 tahun dan itu juga berada di bawah kerjasama UI dan Polri dan kesemuanya itu tidak semua anggota Polri bisa mengenyam pendidikan tersebut. Hal ini disebabkan adanya proses seleksi yang ketat. Sehingga anggota polri yang memiliki jenjang pendidikan formal khusus kepolisian dari 440.000 personil Polri di indonesia maka hanya sekitar tidak sampai 2 persen saja.​[59]​ 
Dilain pihak banyak anggota Polri yang mengambil pendidikan formal lanjutan diluar intitusi atau diluar disiplin ilmu kepolisian yang dianutnya baik itu S1 maupun S2 untuk menambah pengetahuan serta menjawab makin kompleksnya permasalahan kamtibmas. Sehingga fenomena ini ketika mereka mengajar mengabdikan diri di Akpol menjadi disiplin ilmu yang bervariasi dan tidak serumpun. Hal tersebut jelas berpengaruh terhadap kualitas mendidik para taruna sekalian. Lemdikpol yang membawahi Akpol seharusnya dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan SDM Polri yang mengawaki masalah personil Polri agar dapat menjaring sesuai data yang dimiliki yaitu pertama adalah  bagi siapa saja personil Polri yang ingin mengembangkan karier di lembaga pendidikan Akpol agar dikompulir dan disalurkan. Selain itu juga Polri dapat menjamin karier bagi anggota Polri yang ingin berkarier di Akapol sama dengan personil polri yang ada ada kewilayahan. Hal ini sudah diterapkan di SESPIM dimana kepala SESPIM berpangkat Irjend (bintang dua) dan ternyata banyak dosen sespim (widyaswara) yang juga berpangkat Irjend. Hal tersebut untuk menghindari banyaknya anggota Polri yang menjadi dosen  keluar masuk Akpol hanya untuk mencari pangkat saja tidak ada keajegan dosen atau doesn yang tetap sehingga berpengaruh buruk terhadap kualitas pelajaran para peserta didik. 
Kedua mencontoh pada PTIK Jakarta  yang mana banyak pensiunan Polri berpangkat Perwira Tinggi dan Perwira Menengah yang setelah purna tugas ingin melanjutkan pengabdian dan bekerja sebagai dosen tetap di PTIK dengan berbagai pengalaman di kepolisian serta pengangkatan para mahasiswa lulusan S2 yg bidang ilmunya mendukung ilmu kepolisian menjadi PNS polri kemudian ditempatkan pada staf pengajar di PTIK menjadi solusi home base agar tidak terjadi dosen Polri yang keluar masuk hanya untuk mengejar pangkat saja. Hal tersebut bisa menjadi acuan bagi Akpol agar kedepan nanti tidak ada lagi dosen pinjaman dari universitas lain serta dosen Polri yang sudah tetap dengan karier yang jelas. 
Ketiga tentunya untuk menghindari akibat buruk bagi pembelajaran para taruna Akpol sebagai dampak dari tidak adanya home base yang jelas bagi dosen polri maka perlu adanya rambu rambu pembelajaran bagi para dosen mulai dari bahan ajar, silabus, desain pembelajaran sehingga walaupun berganti dosen Polri akan tetapi rambu rambu pembelajaran jelas tidak kesana kemari.
Pada pelaksanaan pendidikan di akademi Kepolisian, Saat ini akpol kekurangan dosen kualifikasi S2 sehingga yang dilakukan saat ini adalah bagaimana setiap Mata kuliah yg diemban harus memiliki dosen min S2. Akibatnya banyak dosen S2 yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah bahkan sampai ada yang lima mata kuliah. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya dosen yang jenjang pendidikan formalnya adalah S2 padahal dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa pendidikan yang menghasilkan lulusan S1 terapan maka pengajarnya harus sekurang kurangnya adalah S2. Disebabkan keterbatasan tsb maka banyak dosen yang mengajar mata kuliah di akpol namun tidak dilatar belakangi dengan disiplin ilmu formal yang sudah didapatkannya.
Untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam hal penyediaan tenaga dosen tetap di Akademi Kepolisian, langkah yang diambil terkait hal tersebut adalah :
1.	Akpol bekerja sama dengan UII sebagai penjembatan bagi seluruh personil Polri yang saat ini menjadi dosen dan ingin berkarier di dunia pendidikan sampai pensiun tanpa ke kewilayahan lagi maka guna memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi maka akan disekolahkan secara beasiswa oleh negara dan  saat ini sudah berjalan terhadap sekitar 5 personel dosen polri (program jangka panjang)






















Setelah melakukan penelitian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada penyelenggaraan Pendidikan S1 Terapan di Akademi Kepolisian, maka kesimpulan yang diperoleh adalah :
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Amanat tersebut diselenggarakan oleh pemerintah melalui suatu sistem pendidikan nasional secara menyeluruh dalam segenap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di Akademi Kepolisian dirasakan telah memenuhi pelaksanaan Sistem Pendidikan yang sesuai dengan Amanat Undang-Undang tersebut. Kurikulum di Akademi Kepolisian telah menyesuaikan dengan apa yag teracu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi baik mata kuliah yang harus dipenuhi dan jumlah SKS. Dari segi sarana dan prasarana, Akpol memiliki sarana dan prasana yang mendukung dalam kurikulum yang telah mengacu pada Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yaitu diantaranya dengan pelengkapan perpustakaan, ruang konseling siswa, ruangan kelas yang dibangun tiap ruang berkapasitas naks 20 orang, adanya SIAK (sistem Informasi Akpol) yaitu seluruh kegiatan di Akpol baik mulai perencanaan penyusunan kurikulum dilanjut silabus sampai metode pembelajaran serta dosen pengampu termasuk nilai akhir peserta didik dapat diakses secara online oleh masy luar, ruang gadik atau dosen yang tadinya dalam satu ruangan besar dan hanya terdiri dari meja-meja maka dibangun menjadi ruang dosen / gadik sendiri dengan penggunaan sekat-sekat. Sedangkan Dari segi tenaga pendidik atau dosen maka untuk peningkatan kualitas pengajaran maka dilaksanakan kegiatan pelatihan bekerja sama dengan lembaga pendidikan luar semisal dengan Undip melalui pekerti namun tidak mendapat sertifikat hanya surat keterangan saja, selain itu pelatihan AA (ilmu kegadikan) kerja sama dengan Undip, pelatihan para gadik di lemdiklat Polri. Dalam hal metode pembelajaran yaitu materi kuliah yang diberikan bila dulu komposisinya 60 % teori dan 40 % praktek. Dengan perubahan menjadi S1 terapan maka dibalik komposisinya menjadi 40 % teori dan 60 % praktek.
2.	Akademi Kepolisian sebagai salah satu instutusi pelaksana pendidikan di Kepolisian memiliki Dosen yang berasal dari internal kepolisian maupun dosen yang berasal dari institusi di luar Polri yang dapat mendukung program pembelajaran di Akademi Kepolisian. Jumlah dosen internal Akpol sebanyak 190 orang dan dosen eksternal Akpol sebanyak 150 orang. Adapun kualifikasi dosen internal Akpol mayoritas berpendidikan Sarjana (S1), sedangkan mayoritas dosen eksternal Akpol mayoritas berpendidikan Pasca Sarjana (S2). Pengembangan Dosen di Akademi Kepolisian adalah sebagai berikut:
a.	Seorang tenaga pengajar seyogyanya memiliki kualifikasi yang menunjang kepakarannya. Namun ini tak cukup. Ia mesti terus meningkatkan dirinya lewat penelitian dan publikasi. Dari kacamata perguruan tinggi kontribusi tenaga pengajar terhadap perbaikan praktik pendidikan nasional bukan karena keterlibatan langsung pada pendidikan, tetapi keterlibatannya pada penelitian ilmiah dan publikasinya. Akademi Kepolisian menyediakan saran jurnal untuk kebutuhan Dosen dalam mempublikasikan karya ilmiahnya.
b.	Kedua, Dosen di Akademi Kepolisian mesti konsisten, istiqomah, dan committed terhadap kepakarannya dari S1, S2, sampai S3, dan didukung oleh penelitian yang terus menerus pada bidang yang diklaimnya (claimed expertise) sebagaimana teruji oleh publik lewat jurnal penelitian dan makalah yang disajikan pada forum ilmiah.
c.	Profesionalisme Dosen Akademi Kepolisian tampak pada empat indikator yang terfokus pada perguruan tinggi yaitu:
1)	penguasaan bidang kepakaran dan pemahaman teori-teori pendidikan serta aplikasinya pada pembelajar dewasa (andragogi),
2)	penerapan pengetahuan kependidikan pada proses belajar mengajar tingkat universitas,
3)	mempraktekkan otonomi pengajaran secara akuntabel, dan
4)	tumbuhnya etos profesional di lingkungan kampus.
3.	Dosen di Akademi Kepolisian, sebagian besar dalah Dosen Karir yang masih dinas di lingkungan Polri. Secara idealnya dosen Akpol harus punya spesialisasi dalam mengajar setiap Mata kuliah yang diberikannya. Pada kenyataannya justru banyak dosen akpol yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Dilain pihak banyak anggota Polri yang mengambil pendidikan formal lanjutan diluar intitusi atau diluar disiplin ilmu kepolisian yang dianutnya baik itu S1 maupun S2 untuk menambah pengetahuan serta menjawab makin kompleksnya permasalahan kamtibmas. Sehingga fenomena ini ketika mereka mengajar mengabdikan diri di Akpol menjadi disiplin ilmu yang bervariasi dan tidak serumpun. Hal tersebut jelas berpengaruh terhadap kualitas mendidik para taruna sekalian. Pada pelaksanaan pendidikan di akademi Kepolisian, Saat ini akpol kekurangan dosen kualifikasi S2 sehingga yang dilakukan saat ini adalah bagaimana setiap Mata kuliah yang diemban harus memiliki dosen minimal S2. Akibatnya banyak dosen S2 yang mengampu lebih dari 3 mata kuliah bahkan sampai ada yang lima mata kuliah. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya dosen yang jenjang pendidikan formalnya adalah S2 padahal dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa pendidikan yang menghasilkan lulusan S1 terapan maka pengajarnya harus sekurang kurangnya adalah S2. 
Untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam hal penyediaan tenaga dosen tetap di Akademi Kepolisian, langkah yang diambil terkait hal tersebut adalah :
a.	Akpol bekerja sama dengan UII sebagai penjembatan bagi seluruh personil Polri yang saat ini menjadi dosen dan ingin berkarier di dunia pendidikan sampai pensiun tanpa ke kewilayahan lagi. Maka guna memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi maka akan disekolahkan secara beasiswa oleh negara dan saat ini sudah berjalan terhadap sekitar 5 personel dosen polri (program jangka panjang)




Setelah melakukan penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1.	Manajemen Akademi Kepolisian perlu mengusulkan kepada Lembaga Pendidikan Polri untuk memberikan kesempatan kepada anggota Polri yang sudah purna tugas untuk melanjutkan pengabdiannya menjadi dosen tetap di Akademi Kepolisian.
2.	Manajemen Akpol perlu menyeleksi anggota Polri yang masih aktif untuk menjadi dosen di Akpol, sehingga kompetensi yang dimiliki anggota Polri tersebut sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Akpol.
3.	Manajemen Akpol perlu memberikan kesempatan kepada Dosen internal Akpol untuk mengembangkan kemampuannya dengan memberikan beasiswa belajar sehingga dosen internal Akpol memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan Pembelajaran yang dilaksanakan di Akpol.
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